










LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN 
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
KABUPATEN SUKOHARJO 

NOMOR : 800/1872 
TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA BADAN 

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER 
DAYA MANUSIA KABUPATEN SUKOHARJO 

 
1. PENYELESAIAN AJUAN PENSIUN 

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service 
Delivery) : 
a. Penyelesaian Ajuan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) 

No. Komponen Uraian 

1.  Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2020; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun; 
 

2. Persyaratan 1. Surat Keputusan (SK) Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP) 
dibuat setelah terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari 
BKN; 

2. Persyaratan yang harus dipenuhi : 
a. Surat Permohonan Pensiun Batas Usia Pensiun (BUP); 
b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 
c. Foto Copy Sah SK CPNS; 
d. Foto Copy Sah SK PNS; 
e. Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
f. Foto Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 
g. Foto Copy Sah SK Jabatan Terakhir; 
h. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (Apabila 

Memiliki); 
i. Foto Copy Sah Karpeg; 
j. Foto Copy Sah KTP; 
k. Foto Copy Sah KK; 
l. Foto Copy Sah Surat Nikah/Akta Kematian (Apabila 

Pasangan Meninggal Dunia); 
m. Foto Copy Sah KARIS/KARSU; 
n. Foto Copy Sah Akta Kelahiran Anak; 
o. Foto Copy Sah NPWP; 
p. Foto Copy Sah Buku Tabungan; 
q. Foto Copy Sah SKP 1 Tahun Terakhir; 
r. Nomor HP; 
s. Alamat e-mail; 



t. Surat Pernyatan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 
Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam Satu Tahun 
Terakhir; 

u. Tidak Sedang Dalam Proses Peradilan Atau Pernah 
Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang 
Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 

v. Pas Photo Ukuran 3x4 cm Berwarna dengan Latar 
Belakang Merah sebanyak 4 Lembar. 

3. Prosedur a. Pemohon membuat Permohonan Pensiun yang ditujukan 
kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala BKPSDM dan 
diajukan secara berjenjang; 

b. Pemohon melengkapi persyaratan; 
c. Petugas BKPSDM menerima dan memverifikasi berkas 

persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, berkas yang 
belum lengkap/belum sesuai dengan ketentuan akan 
diinformasikan kepada unit kerja Pemohon; 

d. Berkas yang sudah lengkap dan sesuai dengan database 
kepegawaian selanjutnya diinput kedalam aplikasi SIASN 
oleh Petugas BKPSDM; 

e. Petugas BKPSDM menginput usulan pensiun melalui 
aplikasi SIASN berdasarkan jenis pensiunnya, diantaranya : 
1. BUP IV/b kebawah (KPP dan Non KPP); 
2. BUP IV/c keatas Non Jenjang Utama (KPP dan Non KPP); 
3. BUP IV/c keatas Non JPT Madya, JPT Utama, JF Utama 

(KPP dan Non KPP); 
f. Verifikator BKPSDM melaksanakan verifikasi usulan 

pensiun pada aplikasi SIASN; 
g. Kepala BKPSDM melaksanakan approval usulan pensiun 

dengan melaksanakan teken usul layanan pemberhentian 
pada aplikasi SIASN; 

h. Pertek Pensiun diterbitkan oleh Kanreg I BKN Yogyakarta 
dan BKN Pusat Jakarta; 

i. Petugas BKPSDM memeriksa Pertek yang telah terbit, 
apabila ada data yang belum sesuai maka dilaksanakan 
perbaikan Pertek; 

j. Petugas BKPSDM mencetak draft Surat Keputusan Pensiun 
berdasarkan Pertek yang diterbitkan oleh Kanreg I BKN 
Yogyakarta dan BKN Pusat Jakarta melalui aplikasi SIASN; 

k. Pejabat Fungsional memeriksa draft Surat Keputusan 
Pensiun, apabila telah sesuai dengan usulan dan Pertek 
maka dapat dicetak pada Blangko Surat Keputusan Pensiun 
dengan Kop Garuda Emas sebanyak dua rangkap; 

l. Petugas BKPSDM membuat Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun kepada Bupati 
Sukoharjo; 

m. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Mutasi dan Sekretaris 
BKPSDM memeriksa dan membubuhkan paraf pada Nota 
Dinas Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan 
Pensiun; 

n. Kepala BKPSDM menandatangani Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun; 

o. Petugas BKPSDM mengirimkan Surat Keputusan Pensiun 
melalui Sekpri Bupati untuk ditandatangani oleh Bupati 
Sukoharjo; 

p. Petugas BKPSDM menempelkan foto Pemohon Pensiun dan 
membubuhkan stempel pada Surat Keputusan Pensiun yang 
telah ditandatangani oleh Bupati Sukoharjo; 



q. Petugas BKPSDM melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital; 

r. Petugas BKPSDM mengunggah data file scan Surat 
Keputusan Pensiun dalam bentuk pdf ke aplikasi SIASN; 

s. Proses pengusulan selesai, selanjutnya Surat Keputusan 
Pensiun dapat diserahkan kepada Pemohon. 

4. Jangka Waktu 
Pelayanan 

12 Bulan 

5. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis) 
6. Produk 

Layanan 
Surat Keputusan Pensiun BUP PNS 

7. Sarana dan 
Prasarana 

a. Meja dan Kursi Kerja; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Printer; 
d. Scanner; 
e. Jaringan Internet; 
f. Alat Tulis Kantor; 
g. Telepon/Faksimile; 
h. Rak Arsip; 
i. Almari Arsip; 
j. Pendingin Ruangan (AC). 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami peraturan kepegawaian; 
b. Menguasai administrasi kepegawaian; 
c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 
d. Berorientasi pada pelayanan; 
e. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
f. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 
g. Mampu bekerja dalam tim. 

9. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan dilakukan berjenjang mulai dari Pejabat 
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi, Sekretaris dan Kepala 
BKPSDM. 

10. Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 
a. Telepon : (0271) 593068 
b. WhatsApp : 0821 3812 0003 
c. Website : https://www.lapor.go.id/ 
d. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 
e. Instagram : bkpsdm.sukoharjokab 

11.  Jumlah 
Pelaksana 

5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 orang staf/pelaksana, 1 
orang Pejabat Fungsional dan 1 orang Kepala Bidang. 

12. Jaminan 
Pelayanan 

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk 
layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten 
dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, 
cepat, tepat dan santun. 

13.  Jaminan  
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan administrasi telah 
terpenuhi dan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila Surat Keputusan Pensiun sudah jadi, Pemohon atau 
bagian kepegawaian akan dihubungi; 

c. Petugas akan melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital. 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan. 

mailto:bkpsdm@sukoharjokab.go.id


15. Jam Pelayanan Jam Kerja : 
Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 
Jumat : 07.00 – 14.00 WIB 
Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Tutup 

 
b. Penyelesaian Ajuan Pensiun Janda/Duda PNS 

No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2020; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun; 

 
2. Persyaratan 1. Surat Keputusan (SK) Pensiun Janda/Duda PNS dibuat 

setelah terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN; 
2. Persyaratan yang harus dipenuhi : 

a. Surat Permohonan Pensiun Janda/Duda PNS; 
b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 
c. Surat Keterangan Janda/Duda dari Desa/Kelurahan; 
d. Foto Copy Sah Akta Kematian; 
e. Foto Copy Sah SK CPNS; 
f. Foto Copy Sah SK PNS; 
g. Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
h. Foto Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 
i. Foto Copy Sah SK Jabatan Terakhir; 
j. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (Apabila 

Memiliki); 
k. Foto Copy Sah Karpeg; 
l. Foto Copy Sah KTP; 
m. Foto Copy Sah KK; 
n. Foto Copy Sah KARIS/KARSU; 
o. Foto Copy Sah Akta Kelahiran Anak; 
p. Foto Copy Sah NPWP; 
q. Foto Copy Sah Buku Tabungan; 
r. Foto Copy Sah SKP 1 Tahun Terakhir; 
s. Nomor HP; 
t. Alamat e-mail; 
u. Surat Pernyatan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam Satu Tahun 
Terakhir; 

v. Tidak Sedang Dalam Proses Peradilan Atau Pernah 
Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang 
Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 



w. Pas Photo Janda/Duda Ukuran 3x4 cm Berwarna dengan 
Latar Belakang Merah sebanyak 4 Lembar. 

3. Prosedur a. Pemohon/Ahli Waris membuat Permohonan Pensiun yang 
ditujukan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala BKPSDM 
dan diajukan secara berjenjang; 

b. Pemohon/Ahli Waris melengkapi persyaratan; 
c. Petugas BKPSDM menerima dan memverifikasi berkas 

persyaratan yang diajukan oleh Pemohon/Ahli Waris, 
berkas yang belum lengkap/belum sesuai dengan ketentuan 
akan diinformasikan kepada Pemohon/Ahli Waris; 

d. Berkas yang sudah lengkap dan sesuai dengan database 
kepegawaian selanjutnya diinput kedalam aplikasi SIASN 
oleh Petugas BKPSDM; 

e. Petugas BKPSDM menginput usulan pensiun melalui 
aplikasi SIASN berdasarkan jenis pensiunnya, diantaranya : 
1. BUP IV/b kebawah (KPP dan Non KPP); 
2. BUP IV/c keatas Non Jenjang Utama (KPP dan Non KPP); 
3. BUP IV/c keatas Non JPT Madya, JPT Utama, JF Utama 

(KPP dan Non KPP); 
f. Verifikator BKPSDM melaksanakan verifikasi usulan 

pensiun pada aplikasi SIASN; 
g. Kepala BKPSDM melaksanakan approval usulan pensiun 

dengan melaksanakan teken usul layanan pemberhentian 
pada aplikasi SIASN; 

h. Pertek Pensiun diterbitkan oleh Kanreg I BKN Yogyakarta 
dan BKN Pusat Jakarta; 

i. Petugas BKPSDM memeriksa Pertek yang telah terbit, 
apabila ada data yang belum sesuai maka dilaksanakan 
perbaikan Pertek; 

j. Petugas BKPSDM mencetak draft Surat Keputusan Pensiun 
berdasarkan Pertek yang diterbitkan oleh Kanreg I BKN 
Yogyakarta dan BKN Pusat Jakarta melalui aplikasi SIASN; 

k. Pejabat Fungsional memeriksa draft Surat Keputusan 
Pensiun, apabila telah sesuai dengan usulan dan Pertek 
maka dapat dicetak pada Blangko Surat Keputusan Pensiun 
dengan Kop Garuda Emas sebanyak dua rangkap; 

l. Petugas BKPSDM membuat Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun kepada Bupati 
Sukoharjo; 

m. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Mutasi dan Sekretaris 
BKPSDM memeriksa dan membubuhkan paraf pada Nota 
Dinas Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan 
Pensiun; 

n. Kepala BKPSDM menandatangani Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun; 

o. Petugas BKPSDM mengirimkan Surat Keputusan Pensiun 
melalui Sekpri Bupati untuk ditandatangani oleh Bupati 
Sukoharjo; 

p. Petugas BKPSDM menempelkan foto Pemohon/Ahli Waris 
dan membubuhkan stempel pada Surat Keputusan Pensiun 
yang telah ditandatangani oleh Bupati Sukoharjo; 

q. Petugas BKPSDM melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital; 

r. Petugas BKPSDM mengunggah data file scan Surat 
Keputusan Pensiun dalam bentuk pdf ke aplikasi SIASN; 



s. Proses pengusulan selesai, selanjutnya Surat Keputusan 
Pensiun dapat diserahkan kepada Pemohon/Ahli Waris. 

4. Jangka Waktu 
Pelayanan 

3 Bulan setelah berkas diterima lengkap 

5. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis) 
6. Produk 

Layanan 
Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda PNS 

7. Sarana dan 
Prasarana 

a. Meja dan Kursi Kerja; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Printer; 
d. Scanner; 
e. Jaringan Internet; 
f. Alat Tulis Kantor; 
g. Telepon/Faksimile; 
h. Rak Arsip; 
i. Almari Arsip; 
j. Pendingin Ruangan (AC). 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami peraturan kepegawaian; 
b. Menguasai administrasi kepegawaian; 
c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 
d. Berorientasi pada pelayanan; 
e. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
f. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 
g. Mampu bekerja dalam tim. 

9. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan dilakukan berjenjang mulai dari Pejabat 
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi, Sekretaris dan Kepala 
BKPSDM. 

10. Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 
a. Telepon : (0271) 593068 
b. WhatsApp : 0821 3812 0003 
c. Website : https://www.lapor.go.id/ 
d. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 
e. Instagram : bkpsdm.sukoharjokab  

11. Jumlah 
Pelaksana 

5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 orang staf/pelaksana, 1 
orang Pejabat Fungsional dan 1 orang Kepala Bidang. 

12. Jaminan 
Pelayanan 

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk 
layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten 
dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, 
cepat, tepat dan santun. 

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan administrasi telah 
terpenuhi dan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila Surat Keputusan Pensiun sudah jadi, Pemohon atau 
bagian kepegawaian akan dihubungi; 

c. Petugas akan melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital. 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 
 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan. 

15. Jam Pelayanan Jam Kerja : 
Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 
Jumat : 07.00 – 14.00 WIB 
Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Tutup 

mailto:bkpsdm@sukoharjokab.go.id


 
c. Penyelesaian Ajuan Pensiun Janda/Duda PNS yang Tewas 

No. Komponen Uraian 

1.  Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2020; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun; 
 

2. Persyaratan 1. Surat Keputusan (SK) Pensiun Janda/Duda PNS yang Tewas 
dibuat setelah terbitnya Pertimbangan Teknis (Pertek) dari 
BKN; 

2. Persyaratan yang harus dipenuhi : 
a. Surat Permohonan Pensiun Janda/Duda PNS yang 

Tewas; 
b. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 
c. Surat Keterangan / Kronologi Tewas; 
d. Foto Copy Sah Akta Kematian; 
e. Foto Copy Sah SK CPNS; 
f. Foto Copy Sah SK PNS; 
g. Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
h. Foto Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 
i. Foto Copy Sah SK Jabatan Terakhir; 
j. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (Apabila 

Memiliki); 
k. Foto Copy Sah Karpeg; 
l. Foto Copy Sah KTP; 
m. Foto Copy Sah KK; 
n. Foto Copy Sah KARIS/KARSU; 
o. Foto Copy Sah Akta Kelahiran Anak; 
p. Foto Copy Sah NPWP; 
q. Foto Copy Sah Buku Tabungan; 
r. Foto Copy Sah SKP 1 Tahun Terakhir; 
s. Nomor HP; 
t. Alamat e-mail; 
u. Surat Pernyatan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam Satu Tahun 
Terakhir; 

v. Tidak Sedang Dalam Proses Peradilan Atau Pernah 
Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang 
Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 

w. Pas Photo Janda/Duda Ukuran 3x4 cm Berwarna dengan 
Latar Belakang Merah sebanyak 4 Lembar. 



3. Prosedur a. Pemohon/Ahli Waris membuat Permohonan Pensiun yang 
ditujukan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala BKPSDM 
dan diajukan secara berjenjang; 

b. Pemohon/Ahli Waris melengkapi persyaratan; 
c. Petugas BKPSDM menerima dan memverifikasi berkas 

persyaratan yang diajukan oleh Pemohon/Ahli Waris, 
berkas yang belum lengkap/belum sesuai dengan ketentuan 
akan diinformasikan kepada Pemohon/Ahli Waris; 

d. Berkas yang sudah lengkap dan sesuai dengan database 
kepegawaian selanjutnya diinput kedalam aplikasi SIASN 
oleh Petugas BKPSDM; 

e. Petugas BKPSDM menginput usulan pensiun melalui 
aplikasi SIASN berdasarkan jenis pensiunnya, diantaranya : 
1. BUP IV/b kebawah; 
2. BUP IV/c keatas Non Jenjang Utama; 
3. BUP IV/c keatas Non JPT Madya, JPT Utama, JF Utama; 

f. Verifikator BKPSDM melaksanakan verifikasi usulan 
pensiun pada aplikasi SIASN; 

g. Kepala BKPSDM melaksanakan approval usulan pensiun 
dengan melaksanakan teken usul layanan pemberhentian 
pada aplikasi SIASN; 

h. Pertek Pensiun diterbitkan oleh Kanreg I BKN Yogyakarta 
dan BKN Pusat Jakarta; 

i. Petugas BKPSDM memeriksa Pertek yang telah terbit, 
apabila ada data yang belum sesuai maka dilaksanakan 
perbaikan Pertek; 

j. Petugas BKPSDM mencetak draft Surat Keputusan Pensiun 
berdasarkan Pertek yang diterbitkan oleh Kanreg I BKN 
Yogyakarta dan BKN Pusat Jakarta melalui aplikasi SIASN; 

k. Pejabat Fungsional memeriksa draft Surat Keputusan 
Pensiun, apabila telah sesuai dengan usulan dan Pertek 
maka dapat dicetak pada Blangko Surat Keputusan Pensiun 
dengan Kop Garuda Emas sebanyak dua rangkap; 

l. Petugas BKPSDM membuat Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun kepada Bupati 
Sukoharjo; 

m. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Mutasi dan Sekretaris 
BKPSDM memeriksa dan membubuhkan paraf pada Nota 
Dinas Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan 
Pensiun; 

n. Kepala BKPSDM menandatangani Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun; 

o. Petugas BKPSDM mengirimkan Surat Keputusan Pensiun 
melalui Sekpri Bupati untuk ditandatangani oleh Bupati 
Sukoharjo; 

p. Petugas BKPSDM menempelkan foto Pemohon/Ahli Waris 
dan membubuhkan stempel pada Surat Keputusan Pensiun 
yang telah ditandatangani oleh Bupati Sukoharjo; 

q. Petugas BKPSDM melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital; 

r. Petugas BKPSDM mengunggah data file scan Surat 
Keputusan Pensiun dalam bentuk pdf ke aplikasi SIASN; 

s. Proses pengusulan selesai, selanjutnya Surat Keputusan 
Pensiun dapat diserahkan kepada Pemohon/Ahli Waris. 

4. Jangka Waktu 
Pelayanan 

3 Bulan setelah berkas diterima lengkap 



5. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis) 
6. Produk 

Layanan 
Surat Keputusan Pensiun Janda/Duda PNS yang Tewas 

7. Sarana dan 
Prasarana 

a. Meja dan Kursi Kerja; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Printer; 
d. Scanner; 
e. Jaringan Internet; 
f. Alat Tulis Kantor; 
g. Telepon/Faksimile; 
h. Rak Arsip; 
i. Almari Arsip; 
j. Pendingin Ruangan (AC). 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami peraturan kepegawaian; 
b. Menguasai administrasi kepegawaian; 
c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 
d. Berorientasi pada pelayanan; 
e. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
f. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 
g. Mampu bekerja dalam tim. 

9. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan dilakukan berjenjang mulai dari Pejabat 
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi, Sekretaris dan Kepala 
BKPSDM. 

10. Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 
a. Telepon : (0271) 593068 
b. WhatsApp : 0821 3812 0003 
c. Website : https://www.lapor.go.id/ 
d. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 
e. Instagram : bkpsdm.sukoharjokab  

11. Jumlah 
Pelaksana 

5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 orang staf/pelaksana, 1 
orang Pejabat Fungsional dan 1 orang Kepala Bidang. 

12. Jaminan 
Pelayanan 

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk 
layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten 
dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, 
cepat, tepat dan santun. 

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan administrasi telah 
terpenuhi dan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila Surat Keputusan Pensiun sudah jadi, Pemohon atau 
bagian kepegawaian akan dihubungi; 

c. Petugas akan melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital. 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan. 

15. Jam Pelayanan Jam Kerja : 
Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 
Jumat : 07.00 – 14.00 WIB 
Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Tutup 
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d. Penyelesaian Ajuan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) 

No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2020; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun; 
 

2. Persyaratan 1. Surat Keputusan (SK) Pensiun Atas Permintaan Sendiri 
(APS) dibuat setelah terbitnya Pertimbangan Teknis 
(Pertek) dari BKN; 

2. Persyaratan yang harus dipenuhi : 
a. Usia minimal 50 tahun dengan masa kerja minimal 20 

tahun; 
b. Mendapatkan surat rekomendasi dari PPK (Bupati); 
c. Surat Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri 

(APS); 
d. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 
e. Foto Copy Sah SK CPNS; 
f. Foto Copy Sah SK PNS; 
g. Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
h. Foto Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 
i. Foto Copy Sah SK Jabatan Terakhir; 
j. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (Apabila 

Memiliki); 
k. Foto Copy Sah Karpeg; 
l. Foto Copy Sah KTP; 
m. Foto Copy Sah KK; 
n. Foto Copy Sah Surat Nikah/Akta Kematian (Apabila 

Pasangan Meninggal Dunia); 
o. Foto Copy Sah KARIS/KARSU; 
p. Foto Copy Sah Akta Kelahiran Anak; 
q. Foto Copy Sah NPWP; 
r. Foto Copy Sah Buku Tabungan; 
s. Foto Copy Sah SKP 1 Tahun Terakhir; 
t. Nomor HP; 
u. Alamat e-mail; 
v. Surat Pernyatan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam Satu Tahun 
Terakhir; 

w. Tidak Sedang Dalam Proses Peradilan Atau Pernah 
Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang 
Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 



x. Pas Photo Ukuran 3x4 cm Berwarna dengan Latar 
Belakang Merah sebanyak 4 Lembar. 

3. Prosedur a. Pemohon membuat Permohonan Pensiun yang ditujukan 
kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala BKPSDM dan 
diajukan secara berjenjang; 

b. Pemohon melengkapi persyaratan; 
c. Petugas BKPSDM menerima dan memverifikasi berkas 

persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, berkas yang 
belum lengkap/belum sesuai dengan ketentuan akan 
diinformasikan kepada unit kerja Pemohon; 

d. Berkas yang sudah lengkap dan sesuai dengan database 
kepegawaian selanjutnya diinput kedalam aplikasi SIASN 
oleh Petugas BKPSDM; 

e. Petugas BKPSDM menginput usulan pensiun melalui 
aplikasi SIASN berdasarkan jenis pensiunnya, diantaranya : 
1. BUP IV/b kebawah; 
2. BUP IV/c keatas Non Jenjang Utama; 
3. BUP IV/c keatas Non JPT Madya, JPT Utama, JF Utama; 

f. Verifikator BKPSDM melaksanakan verifikasi usulan 
pensiun pada aplikasi SIASN; 

g. Kepala BKPSDM melaksanakan approval usulan pensiun 
dengan melaksanakan teken usul layanan pemberhentian 
pada aplikasi SIASN; 

h. Pertek Pensiun diterbitkan oleh Kanreg I BKN Yogyakarta 
dan BKN Pusat Jakarta; 

i. Petugas BKPSDM memeriksa Pertek yang telah terbit, 
apabila ada data yang belum sesuai maka dilaksanakan 
perbaikan Pertek; 

j. Petugas BKPSDM mencetak draft Surat Keputusan Pensiun 
berdasarkan Pertek yang diterbitkan oleh Kanreg I BKN 
Yogyakarta dan BKN Pusat Jakarta melalui aplikasi SIASN; 

k. Pejabat Fungsional memeriksa draft Surat Keputusan 
Pensiun, apabila telah sesuai dengan usulan dan Pertek 
maka dapat dicetak pada Blangko Surat Keputusan Pensiun 
dengan Kop Garuda Emas sebanyak dua rangkap; 

l. Petugas BKPSDM membuat Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun kepada Bupati 
Sukoharjo; 

m. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Mutasi dan Sekretaris 
BKPSDM memeriksa dan membubuhkan paraf pada Nota 
Dinas Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan 
Pensiun; 

n. Kepala BKPSDM menandatangani Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun; 

o. Petugas BKPSDM mengirimkan Surat Keputusan Pensiun 
melalui Sekpri Bupati untuk ditandatangani oleh Bupati 
Sukoharjo; 

p. Petugas BKPSDM menempelkan foto Pemohon Pensiun dan 
membubuhkan stempel pada Surat Keputusan Pensiun yang 
telah ditandatangani oleh Bupati Sukoharjo; 

q. Petugas BKPSDM melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital; 

r. Petugas BKPSDM mengunggah data file scan Surat 
Keputusan Pensiun dalam bentuk pdf ke aplikasi SIASN; 

s. Proses pengusulan selesai, selanjutnya Surat Keputusan 
Pensiun dapat diserahkan kepada Pemohon. 



4. Jangka Waktu 
Pelayanan 

3 Bulan setelah berkas diterima lengkap 

5. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis) 
6. Produk 

Layanan 
Surat Keputusan Pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS) 

7. Sarana dan 
Prasarana 

a. Meja dan Kursi Kerja; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Printer; 
d. Scanner; 
e. Jaringan Internet; 
f. Alat Tulis Kantor; 
g. Telepon/Faksimile; 
h. Rak Arsip; 
i. Almari Arsip; 
j. Pendingin Ruangan (AC). 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami peraturan kepegawaian; 
b. Menguasai administrasi kepegawaian; 
c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 
d. Berorientasi pada pelayanan; 
e. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
f. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 
g. Mampu bekerja dalam tim. 

9. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan dilakukan berjenjang mulai dari Pejabat 
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi, Sekretaris dan Kepala 
BKPSDM. 

10. Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 
a. Telepon : (0271) 593068 
b. WhatsApp : 0821 3812 0003 
c. Website : https://www.lapor.go.id/ 
d. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 
e. Instagram : bkpsdm.sukoharjokab  

11. Jumlah 
Pelaksana 

5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 orang staf/pelaksana, 1 
orang Pejabat Fungsional dan 1 orang Kepala Bidang. 

12. Jaminan 
Pelayanan 

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk 
layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten 
dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, 
cepat, tepat dan santun. 

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan administrasi telah 
terpenuhi dan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila Surat Keputusan Pensiun sudah jadi, Pemohon atau 
bagian kepegawaian akan dihubungi; 

c. Petugas akan melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital. 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan. 

15. Jam Pelayanan Jam Kerja : 
Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 
Jumat : 07.00 – 14.00 WIB 
Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Tutup 
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e. Penyelesaian Ajuan Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani (Uzur) 

No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2020; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun; 
 

2. Persyaratan 1. Surat Keputusan (SK) Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani 
dan/atau Rohani (Uzur) dibuat setelah terbitnya 
Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN; 

2. Persyaratan yang harus dipenuhi : 
a. Surat Permohonan Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani 

dan/atau Rohani (Uzur); 
b. Surat Keterangan Tim Kesehatan Pemerintah; 
c. Daftar Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP); 
d. Foto Copy Sah SK CPNS; 
e. Foto Copy Sah SK PNS; 
f. Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
g. Foto Copy Sah Kenaikan Gaji Berkala terakhir; 
h. Foto Copy Sah SK Jabatan Terakhir; 
i. Foto Copy Sah SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (Apabila 

Memiliki); 
j. Foto Copy Sah Karpeg; 
k. Foto Copy Sah KTP; 
l. Foto Copy Sah KK; 
m. Foto Copy Sah Surat Nikah/Akta Kematian (Apabila 

Pasangan Meninggal Dunia); 
n. Foto Copy Sah KARIS/KARSU; 
o. Foto Copy Sah Akta Kelahiran Anak; 
p. Foto Copy Sah NPWP; 
q. Foto Copy Sah Buku Tabungan; 
r. Foto Copy Sah SKP 1 Tahun Terakhir; 
s. Nomor HP; 
t. Alamat e-mail; 
u. Surat Pernyatan Tidak Pernah Dijatuhi Hukuman 

Disiplin Tingkat Sedang/Berat Dalam Satu Tahun 
Terakhir; 

v. Tidak Sedang Dalam Proses Peradilan Atau Pernah 
Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang 
Telah Berkekuatan Hukum Tetap; 

w. Pas Photo Ukuran 3x4 cm Berwarna dengan Latar 
Belakang Merah sebanyak 4 Lembar. 



3. Prosedur a. Pemohon membuat Permohonan Pensiun yang ditujukan 
kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala BKPSDM dan 
diajukan secara berjenjang; 

b. Pemohon melengkapi persyaratan; 
c. Petugas BKPSDM menerima dan memverifikasi berkas 

persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, berkas yang 
belum lengkap/belum sesuai dengan ketentuan akan 
diinformasikan kepada unit kerja Pemohon; 

d. Berkas yang sudah lengkap dan sesuai dengan database 
kepegawaian selanjutnya diinput kedalam aplikasi SIASN 
oleh Petugas BKPSDM; 

e. Petugas BKPSDM menginput usulan pensiun melalui 
aplikasi SIASN berdasarkan jenis pensiunnya, diantaranya : 
1. BUP IV/b kebawah; 
2. BUP IV/c keatas Non Jenjang Utama; 
3. BUP IV/c keatas Non JPT Madya, JPT Utama, JF Utama; 

f. Verifikator BKPSDM melaksanakan verifikasi usulan 
pensiun pada aplikasi SIASN; 

g. Kepala BKPSDM melaksanakan approval usulan pensiun 
dengan melaksanakan teken usul layanan pemberhentian 
pada aplikasi SIASN; 

h. Pertek Pensiun diterbitkan oleh Kanreg I BKN Yogyakarta 
dan BKN Pusat Jakarta; 

i. Petugas BKPSDM memeriksa Pertek yang telah terbit, 
apabila ada data yang belum sesuai maka dilaksanakan 
perbaikan Pertek; 

j. Petugas BKPSDM mencetak draft Surat Keputusan Pensiun 
berdasarkan Pertek yang diterbitkan oleh Kanreg I BKN 
Yogyakarta dan BKN Pusat Jakarta melalui aplikasi SIASN; 

k. Pejabat Fungsional memeriksa draft Surat Keputusan 
Pensiun, apabila telah sesuai dengan usulan dan Pertek 
maka dapat dicetak pada Blangko Surat Keputusan Pensiun 
dengan Kop Garuda Emas sebanyak dua rangkap; 

l. Petugas BKPSDM membuat Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun kepada Bupati 
Sukoharjo; 

m. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Mutasi dan Sekretaris 
BKPSDM memeriksa dan membubuhkan paraf pada Nota 
Dinas Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan 
Pensiun; 

n. Kepala BKPSDM menandatangani Nota Dinas Permohonan 
Penandatanganan Surat Keputusan Pensiun; 

o. Petugas BKPSDM mengirimkan Surat Keputusan Pensiun 
melalui Sekpri Bupati untuk ditandatangani oleh Bupati 
Sukoharjo; 

p. Petugas BKPSDM menempelkan foto Pemohon Pensiun dan 
membubuhkan stempel pada Surat Keputusan Pensiun yang 
telah ditandatangani oleh Bupati Sukoharjo; 

q. Petugas BKPSDM melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital; 

r. Petugas BKPSDM mengunggah data file scan Surat 
Keputusan Pensiun dalam bentuk pdf ke aplikasi SIASN; 

s. Proses pengusulan selesai, selanjutnya Surat Keputusan 
Pensiun dapat diserahkan kepada Pemohon. 

4. Jangka Waktu 
Pelayanan 

3 Bulan setelah berkas diterima lengkap 



5. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis) 
6. Produk 

Layanan 
Surat Keputusan Pensiun Karena Tidak Cakap Jasmani 
dan/atau Rohani (Uzur) 

7. Sarana dan 
Prasarana 

a. Meja dan Kursi Kerja; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Printer; 
d. Scanner; 
e. Jaringan Internet; 
f. Alat Tulis Kantor; 
g. Telepon/Faksimile; 
h. Rak Arsip; 
i. Almari Arsip; 
j. Pendingin Ruangan (AC). 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami peraturan kepegawaian; 
b. Menguasai administrasi kepegawaian; 
c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 
d. Berorientasi pada pelayanan; 
e. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
f. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 
g. Mampu bekerja dalam tim. 

9. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan dilakukan berjenjang mulai dari Pejabat 
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi, Sekretaris dan Kepala 
BKPSDM. 

10. Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 
a. Telepon : (0271) 593068 
b. WhatsApp : 0821 3812 0003 
c. Website : https://www.lapor.go.id/ 
d. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 
e. Instagram : bkpsdm.sukoharjokab  

11. Jumlah 
Pelaksana 

5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 orang staf/pelaksana, 1 
orang Pejabat Fungsional dan 1 orang Kepala Bidang. 

12. Jaminan 
Pelayanan 

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk 
layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten 
dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, 
cepat, tepat dan santun. 

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan administrasi telah 
terpenuhi dan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. Apabila Surat Keputusan Pensiun sudah jadi, Pemohon atau 
bagian kepegawaian akan dihubungi; 

c. Petugas akan melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital. 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan. 

15. Jam Pelayanan Jam Kerja : 
Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 
Jumat : 07.00 – 14.00 WIB 
Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Tutup 
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f. Penyelesaian Permohonan Ajuan Masa Persiapan Pensiun (MPP) 

No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun 
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai; 

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara; 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang 
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 

d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
17 Tahun 2020; 

e. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis 
Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Duda 
Pegawai Negeri Sipil; 

f. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Masa Persiapan Pensiun; 
 

2. Persyaratan 1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencapai Batas Usia 
Pensiun sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai 
PNS dengan hak pensiun, dapat mengambil masa persiapan 
pensiun (MPP) dan dibebaskan dari Jabatan PNS; 

2. Masa Persiapan Pensiun diberikan untuk jangka waktu 
paling lama 1 (satu) tahun; 

3. Dalam hal ada alasan kepentingan dinas mendesak, 
permohonan masa persiapan pensiun PNS dapat ditolak 
atau ditangguhkan; 

4. Persyaratan yang harus dipenuhi : 
a. Surat Permohonan Masa Persiapan Pensiun; 
b. Foto Copy Sah SK CPNS; 
c. Foto Copy Sah SK PNS; 
d. Foto Copy Sah SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 
e. Foto Copy Sah SK Jabatan Terakhir; 
f. Foto Copy Sah KTP; 
g. Foto Copy Sah KK; 
h. Foto Copy Sah SKP 1 Tahun Terakhir; 
i. Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Perangkat 

Daerah yang Menyatakan Bahwa Yang Bersangkutan 
Telah Menyelesaikan Pekerjaannya dan Tidak Ada 
Kepentingan Dinas yang Mendesak untuk Dilaksanakan; 

j. Surat Pernyataan Tidak Sedang Dalam Hukuman/Proses 
Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin Tingkat Sedang/Berat. 

3. Prosedur a. Permohonan masa persiapan pensiun diajukan paling 
lambat 1 (satu) bulan sebelum menjalani masa persiapan 
pensiun; 

b. Pemohon membuat Permohonan Masa Persiapan Pensiun 
yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo melalui Kepala 
BKPSDM dan diajukan secara berjenjang; 

c. Pemohon melengkapi persyaratan; 
d. Petugas BKPSDM menerima dan memverifikasi berkas 

persyaratan yang diajukan oleh Pemohon, berkas yang 
belum lengkap/belum sesuai dengan ketentuan akan 
diinformasikan kepada unit kerja Pemohon; 



e. Petugas BKPSDM mencetak draft Surat Keputusan 
Pemberian Masa Persiapan Pensiun; 

f. Pejabat Fungsional memeriksa draft Surat Keputusan 
Pemberian Masa Persiapan Pensiun; 

g. Petugas BKPSDM mencetak Surat Keputusan Pemberian 
Masa Persiapan Pensiun; 

h. Pejabat Fungsional, Kepala Bidang Mutasi dan Sekretaris 
BKPSDM memeriksa dan membubuhkan paraf pada Surat 
Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun; 

i. Kepala BKPSDM menandatangani Surat Keputusan 
Pemberian Masa Persiapan Pensiun; 

j. Petugas BKPSDM membubuhkan stempel pada Surat 
Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun; 

k. Surat Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun dapat 
diserahkan kepada Pemohon. 

4. Jangka Waktu 
Pelayanan 

14 (empat belas) hari kerja setelah berkas diterima lengkap 

5. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (Gratis) 
6. Produk 

Layanan 
Surat Keputusan Pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) 

7. Sarana dan 
Prasarana 

a. Meja dan Kursi Kerja; 
b. Komputer/Laptop; 
c. Printer; 
d. Scanner; 
e. Jaringan Internet; 
f. Alat Tulis Kantor; 
g. Telepon/Faksimile; 
h. Rak Arsip; 
i. Almari Arsip; 
j. Pendingin Ruangan (AC). 

8. Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami peraturan kepegawaian; 
b. Menguasai administrasi kepegawaian; 
c. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 

informasi; 
d. Berorientasi pada pelayanan; 
e. Bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
f. Disiplin dan taat waktu pelayanan; 
g. Mampu bekerja dalam tim. 

9. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan dilakukan berjenjang mulai dari Pejabat 
Fungsional, Kepala Bidang Mutasi, Sekretaris dan Kepala 
BKPSDM. 

10. Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

Pengaduan dapat disampaikan melalui : 
a. Telepon : (0271) 593068 
b. WhatsApp : 0821 3812 0003 
c. Website : https://www.lapor.go.id/ 
d. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 
e. Instagram : bkpsdm.sukoharjokab  

11. Jumlah 
Pelaksana 

5 (lima) orang, yang terdiri dari 3 orang staf/pelaksana, 1 
orang Pejabat Fungsional dan 1 orang Kepala Bidang. 

12. Jaminan 
Pelayanan 

Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk 
layanan yang didukung oleh Petugas yang berkompeten 
dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, 
cepat, tepat dan santun. 

13. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan administrasi telah 
terpenuhi dan dilakukan secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan; 

mailto:bkpsdm@sukoharjokab.go.id


b. Apabila Surat Keputusan Pensiun sudah jadi, Pemohon atau 
bagian kepegawaian akan dihubungi; 

c. Petugas akan melaksanakan alih media (scanning) Surat 
Keputusan Pensiun yang sudah jadi dalam bentuk pdf untuk 
disimpan sebagai arsip digital. 

14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelaksana 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap bulan. 

15. Jam Pelayanan Jam Kerja : 
Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 
Jumat : 07.00 – 14.00 WIB 
Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional Tutup 

 
 



PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL 

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) 

No. Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi Pemberhentian dari 
Jabatan Fungsional karena mengundurkan diri: 
a. Scan berwarna dokumen asli Surat Pengunduran 

diri (memuat alasan pengunduran diri) 
b. Scan berwarna dari dokumen asli SK PNS; 

c. Scan berwarna dokumen asli SK Kenaikan 
Pangkat terakhir; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan terakhir; 
e. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 

pernah mengalami mutasi/pindah unit kerja; 

f. Scan berwarna dokumen asli ijazah; 
g. Scan berwarna dokumen asli transkrip nilai; 

2. Persyaratan Administrasi Pemberhentian dari 
Jabatan Fungsional karena Menjalani Cuti di luar 

tanggungan negara; 
a. Scan berwarna dokumen asli Surat Keputusan 

Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara; 

b. Scan berwarna dokumen asli SK CPNS; 
c. Scan berwarna dari dokumen asli SK PNS; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Kenaikan 
Pangkat terakhir; 

e. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan terakhir; 
f. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 

pernah mengalami mutasi/pindah unit kerja; 

g. Scan berwarna dokumen asli ijazah; 
h. Scan berwarna dokumen asli transkrip nilai; 

i. Scan berwarna dokumen asli Penetapan Angka 
Kredit terakhir. 

3. Persyaratan Administrasi Pemberhentian dari 
Jabatan Fungsional karena menjalani tugas belajar 
lebih dari 6 (enam) bulan: 

a. Scan berwarna dokumen asli Surat Keputusan 
Pemberian Tugas Belajar; 

b. Scan berwarna dokumen asli SK CPNS; 
c. Scan berwarna dari dokumen asli SK PNS; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Kenaikan 
Pangkat terakhir; 

e. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan terakhir; 

f. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 
pernah mengalami mutasi/pindah unit kerja; 

g. Scan berwarna dokumen asli ijazah; 
h. Scan berwarna dokumen asli transkrip nilai; 

i. Scan berwarna dokumen asli Penetapan Angka 
Kredit terakhir. 

4. Persyaratan Administrasi Pemberhentian dari 

Jabatan Fungsional karena ditugaskan secara penuh 
pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan 

Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan 
pelaksana : 

a. Scan berwarna dokumen asli Surat Pernyataan 
Pelantikan dan Petikan Keputusan Pengangkatan 



dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan 
Administrator, Jabatan pengawas, atau Jabatan 
Pelaksana; 

b. Scan berwarna dokumen asli SK CPNS; 
c. Scan berwarna dari dokumen asli SK PNS; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Kenaikan 
Pangkat terakhir; 

e. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan terakhir; 
f. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 

pernah mengalami mutasi/pindah unit kerja; 

g. Scan berwarna dokumen asli ijazah; 
h. Scan berwarna dokumen asli transkrip nilai; 

i. Scan berwarna dokumen asli Penetapan Angka 
Kredit terakhir. 

5. Persyaratan Administrasi Pemberhentian dari 
Jabatan Fungsional karena tidak memenuhi 
persyaratan Jabatan Fungsional : 

a. Scan berwarna dokumen asli Evaluasi Kinerja SKP 
1 (satu) tahun terakhir; 

b. Scan berwarna dokumen asli Evaluasi Kinerja 
Periodik SKP 6 bulan pertama tahun berjalan;  

c. Scan berwarna dokumen asli SK CPNS; 
d. Scan berwarna dari dokumen asli SK PNS; 
e. Scan berwarna dokumen asli SK Kenaikan 

Pangkat terakhir; 
f. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan terakhir; 

g. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 
pernah mengalami mutasi/pindah unit kerja; 

h. Scan berwarna dokumen asli ijazah; 
 
j. Persyaratan diunggah oleh PNS yang diusulkan untuk 

diangkat dalam jabatan fungsional dalam format pdf 
melalui aplikasi SIAGA BKPSDM pada tautan 

https://siaga.sukoharjokab.go.id;  
k. Permohonan diajukan dengan surat pengantar yang 

dibuat oleh kepala perangkat daerah melalui aplikasi 
Srikandi dengan tautan https://srikandi.arsip.go.id  
dilampiri daftar nama PNS yang akan diberhentikan 

pejabat fungsional; 
 

https://siaga.sukoharjokab.go.id/
https://srikandi.arsip.go.id/


2 Prosedur Keterangan 
a. Kepala BKPSDM menerima surat usulan dari 

perangkat daerah dan meneruskan kepada Kepala 

Bidang Mutasi BKPSDM (5 menit); 
b. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM memeriksa dan 

meneruskan usulan pemberhentian dari JF kepada 
staf (5 menit); 

c. Staf melakukan pencatatan usul pemberhentian dari 
JF pada agenda manual (5 menit); 

d. Staf melakukan klasifikasi usulan pemberhentian dari 

JF (5 menit); 
e. Staf melaksanakan pengunduhan berkas persyaratan 

dari aplikasi SIAGA dilanjutkan dengan verifikasi dan 
validasi (30 menit); 

f. Usulan yang sudah sesuai persyaratan dibuatkan draf 
surat Sekretaris Daerah perihal usul pemberhentian 
dari JF dilengkapi dengan laporan dinas dan draf 

keputusan pemberhentian dari JF (60 menit); 
g. Laporan dinas, draf surat usulan, dan draf keputusan 

pemberhentian dari JF, diteruskan kepada Kepala 
Bidang mutasi untuk diperiksa (5 menit); 

h. Kepala Bidang mutasi memeriksa laporan dinas, draf 
surat usulan, dan draf keputusan pemberhentian dari 
JF. Jika sudah sesuai diteruskan kepada Kepala 

BKPSDM. Jika belum sesuai maka dikembalikan 
kepada staf (30 menit); 

i. Kepala BKPSDM memeriksa laporan dinas, draf surat 
usulan, dan draf keputusan pemberhentian dari JF. 

Jika sudah sesuai maka Kepala BKPSDM 
menandatangani laporan dinas dan meneruskan 
kepada Sekretaris Daerah. Jika belum sesuai maka 

draf dikembalikan untuk diperbaiki (30 menit); 
j. Pada jenis usul pemberhentian dari JF karena 

mengundurkan diri, Tim Penilai Kinerja memeriksa 
alasan pengunduran diri yang bersangkutan (120 

menit); 
k. Pada jenis usul pemberhentian dari JF karena tidak 

memenuhi syarat JF, Tim Penilai Kinerja memeriksa 

kinerja pejabat fungsional yang bersangkutan (120 
menit); 

l. Tim Penilai Kinerja membuat dan menandatangani 
Berita Acara Pemeriksaan atas usulan pemberhentian 

pejabat fungsional yang bersangkutan (15 menit); 
m. Staf mencatat laporan dinas pada agenda dan 

meneruskan kepada Sekretaris Daerah (5 menit); 

n. Sekretaris Daerah memeriksa draf surat usul, draf 
surat keputusan pemberhentian dari JF beserta 

laporan dinas. Jika sudah sesuai maka Sekretaris 
Daerah menandatangani usul pemberhentian dan 

memparaf draf surat keputusan pemberhentian dari 
JF dan meneruskan kepada Bupati (30 menit); 

o. Bupati memeriksa laporan Dinas, surat usul 

pemberhentian, dan draf surat keputusan 
pemberhentian dari JF. Jika Bupati menyetujui maka 

Bupati menandatangani surat keputusan 
pemberhentian dari JF (2.880 menit). 



p. Bupati menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian 
dari JF kepada Staf TU Bupati (10 menit). 

q. Staf TU Bupati menyerahkan SK Pemberhentian dari 

JF kepada Sekretaris Daerah (10 menit); 
r. Sekretaris Daerah meneruskan Surat Keputusan 

pemberhentian dari JF kepada Kepala BKPSDM (10 
menit); 

s. Kepala BKPSDM meneruskan Surat Keputusan 
Pemberhentian dari JF kepada Kepala Bidang Mutasi 
(10 menit); 

t. Kepala bidang Mutasi menyerahkan Surat Keputusan 
pemberhentian dari JF kepada Staf (5 menit); 

u. Staf menyerahkan surat surat keputusan bupati 
tentang pemberhentian dari JF kepada perangkat 

daerah (60 menit); 
v. Perangkat daerah menyerahkan surat Keputusan 

bupati tentang pemberhentian dari JF kepada pejabat 

fungsional yang sudah dilantik dan diambil sumpah 
(60 menit) 

3 Waktu 
Pelayanan 

3.390 menit 

4 Biaya Pelayanan Gratis 

5 Produk 
Pelayanan 

Petikan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang 
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional  

6 Pengelolaan 

Aduan 

1. Lapor SP4N pada tautan https://lapor.go.id.  

2. Saluran Pesan Whatsapp pada nomor 0821 3812 
0003 pada jam kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lapor.go.id/


PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) 

NO KOMPONEN KETERANGAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 

Sipil Negara 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahunj 2017 juncto 

PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri 
Sipil 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 
Jabatan Fungsional 

4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka 
Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan 

Fungsional.  

2 Sarana dan 
Prasarana 

dan/atau 
Fasilitas 

1. Meja dan kursi kantor; 
2. Komputer; 

3. Printer; 
4. Alat tulis kantor; 
5. Koneksi internet; 

6. Almari arsip; 
 

3 Kompetensi Staf 1. Menguasai administrasikepegawaian; 

2. Menguasai peraturan kepegawaian; 
3. Menguasai komputerisasi; 
4. Memahami SOP; 

4 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh atasan; 

2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah 
melalui APIP 

5 Jumlah 

Pelaksana 

4 orang terdiri dari Kepala Bidang Mutasi, 2 orang 

pengadministrasi dan 1 orang pejabat fungsional  

6 Jaminan 
Pelayanan 

Berkas yang diterima lebih dulu akan diselesaikan lebih 
dulu. 

7 Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 

1. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan terpenuhi; 
2. Pelayanan dilakukan oleh penyelenggara layanan yang 

memiliki kompetensi pada bidangnya dan ramah serta 
santun.  

8 Evaluasi Kinerja 

Pelaksanaan  

Pelayanan dievaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali 

 



Satuan Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 

Jenis Pelayanan : LAYANAN MUTASI WILAYAH KERJA 

Dasar Hukum : - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 jo.  

- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Mutasi 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 1. Mutasi Masuk Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

a. Surat permohonan mutasi dari yang bersangkutan.  

b. Surat rekomendasi persetujuan mutasi dari pejabat yang berwenang 

(PPK). 

c. Surat pernyataan bermaterai yang menyatakan tidak menuntut jabatan 

struktural dan sanggup ditempatkan/ditugaskan di seluruh Perangkat 

Daerah Kabupaten Sukoharjo 

d. Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat 

dimana PNS yang bersangkutan berasal 

e. Surat persetujuan bermaterai dari suami/istri bagi yang sudah menikah 

f. Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak 

sedang dalam proses/sedang menjalani hukuman disiplin dan/atau tidak 

sedang dalam proses peradilan 

g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan dan/atau tugas 

belajar oleh pejabat yang membidangi kepegawaian setempat 

h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah 

i. Surat keterangan tidak ada tanggungan berkaitan dengan keuangan dari 

bendahara gaji 

j. Surat pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian asal 

k. Fotokopi Legalisir SK CPNS 

l. Fotokopi Legalisir SK PNS 

m. Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir 

n. Fotokopi Legalisir SK Konversi NIP 

o. Fotokopi Legalisir SKP (2 Tahun Terakhir), bernilai baik 

p. Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir 

q. Fotokopi Legalisir Ijazah dan Transkip Nilai terakhir 

r. Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai 

s. Fotokopi Legalisir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang 

ditanda tangani oleh PPK instansi asal 

t. Daftar Riwayat Pekerjaan 



 

  2. Mutasi Keluar Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

a. Surat permohonan mutasi dari pemohon kepada Kepala Perangkat 

Daerah tempat bekerja  

b. Surat Persetujuan dari PPK Instansi yang dituju 

c. Surat persetujuan pelepasan dari Kepala Perangkat Daerah 

d. SK Kepala Sekolah tentang pembagian jam mengajar bagi guru 

e. Surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau 

sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dan/atau 

pidana berdasarkan peraturan yang berlaku, yang ditanda tangani oleh 

Kepala BKPSDM 

f. Surat pernyataan tidak dalam Tugas Belajar yang dikeluarkan BKPSDM 

g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin  yang  

keluarkan BKPSDM 

h. Surat penyetaan bebas temuan dari Inspektorat Daerah 

i. Fotokopi Legalisir Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang 

ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang 

j. Fotokopi Legalisir SK CPNS 

k. Fotokopi Legalisir SK PNS 

l. Fotokopi Legalisir SK Kenaikan Pangkat terakhir 

m. Fotokopi Legalisir SK Konversi NIP 

n. Fotokopi Legalisir SKP (2 Tahun Terakhir), bernilai baik 

o. Fotokopi Legalisir SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir 

p. Fotokopi Legalisir Ijazah dan Transkip Nilai terakhir 

q. Fotokopi Legalisir Kartu Pegawai 

r. Daftar Riwayat Pekerjaan 

2 Prosedur Uraian  : 

1. Mutasi Masuk Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

a. Pemohon mengirimkan surat permohonan dan dokumen persyaratan 

mutasi masuk wilayah pemerintah Kabupaten Sukoharjo (60 menit) 

b. Petugas informasi menerima surat permohonan dan dokumen 

persyaratan mutasi masuk wilayah pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

dan menambah lembar disposisi, serta mengajukan kepada Kepala 

BKPSDM (60 menit) 

c. Petugas memeriksa dan meneliti surat permohonan mutasi serta 

kelengkapan dokumen persyaratan mutasi masuk wilayah pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo (5 menit) 

d. Petugas membuat nota dinas kajian kepada PPK (60 menit) 

e. Petugas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan mutasi 

     kepada yang bersangkutan Petugas memproses permohonan yang 

bersangkutan apabila telah mendapat persetujuan dari PPK (60 menit) 

f. Petugas memeriksa dan meneliti surat permohonan mutasi serta 

kelengkapan dokumen persyaratan mutasi masuk wilayah pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo (5 menit) 

g. Petugas memproses nota usul mutasi untuk berkas pengajuan proses 

mutasi melalui aplikasi SIASN dan SIMONCER untuk diajukan ke 

Kabid Mutasi. (60 menit)  

h. Kabid Mutasi mengoreksi nota usul mutasi untuk berkas pengajuan 

proses mutasi melalui aplikasi SIASN dan SIMONCER untuk diajukan 

ke Kaban apabila ada koreksi dikembalikan ke staf. (5 menit)  

i. Petugas memproses permohonan pengantar usul mutasi ke BKD 

Provinsi melalui aplikasi SIMONCER. (60 menit)  

j. Petugas memproses usul mutasi melalui aplikasi SIASN dan aplikasi 

SIMUDAH Emutasi Kemendagri. (15-30 hari)  

k. Staf membuat konsep SK penempatan setelah mendapatkan sk 

mendagri  dan menyerahkan kepada kabid untuk diperiksa. (60 menit) 

l. Kabid memeriksa konsep SK penempatan, jika distujui diparaf lanjut ke 



sekretaris, jika tidak kembali ke staf untuk diperbaiki. (60 menit) 

m. Sekretaris memeriksa konsep SK penempatan, jika disetujui diparaf lanjut 

ke Kepala Badan, jika tidak kembali ke Kabid untuk diperbaiki. (60 menit)  

n. Kaban memeriksa konsep  SK penempatan, jika disetujui diparaf lanjut ke 

Sekretaris Daerah, jika tidak kembali ke Kabid untuk diperbaiki. (60 menit) 

o.  Sekretaris Daerah mendisposisi dan meneruskan kepada Bupati/PPK 

untuk mendapatkan tanda tangan Bupati. (60 menit)  

p. Bupati memeriksa konsep SK penempatan, jika distujui diparaf lanjut ke 

sekretaris, jika tidak kembali ke Sekda untuk diperbaiki. (1 hari) 

q. Kaban menerima  SK Jabfung yang sudah selesai diproses. Memerintahkan 

Sekretaris untuk menindaklanjuti penyerahan SK kepada yang 

bersangkutan (ybs). (5 menit)  

r. Sekretaris  menerima  SK penempatan yang sudah selesai diproses. 

Memerintahkan Kabid Mutasi untuk menindaklanjuti penyerahan SK 

kepada yang bersangkutan (ybs). (5 menit)  

s. Kabid Mutasi  menerima  SK penempatan yang sudah selesai diproses. 

Memerintahkan staf  untuk menindaklanjuti penyerahan SK kepada yang 

bersangkutan (ybs). (5 menit) 

t.  Staf mengirim SK kepada ybs, mengirim tembusan dan 

mendokumentasikan SK. (60 menit) 

2. Mutasi Keluar Wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 

a. Pemohon mengirimkan surat permohonan dan dokumen persyaratan 

mutasi masuk wilayah pemerintah Kabupaten Sukoharjo (60 menit) 

b. Petugas informasi menerima surat permohonan dan dokumen 

persyaratan mutasi masuk wilayah pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

dan menambah lembar disposisi, serta mengajukan kepada Kepala 

BKPSDM (60 menit) 

c. Petugas memeriksa dan meneliti surat permohonan mutasi serta 

kelengkapan dokumen persyaratan mutasi masuk wilayah pemerintah 

Kabupaten Sukoharjo (5 menit) 

d. Petugas membuat nota dinas kajian kepada PPK (60 menit) 

e. Petugas menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan mutasi 

kepada yang bersangkutan Petugas memproses permohonan yang 

bersangkutan apabila telah mendapat persetujuan dari PPK (60 menit) 

f. Petugas membuat konsep surat sedang tidak tugas belajar dan surat 

sedang tidak tugas belajar diserahkan ke Kabid untuk dikoreksi. (30 

menit) 

g. Kabid memeriksa konsep surat sedang tidak tugas belajar dan surat 

sedang tidak tugas belajar setelah benar diajukan ke Kaban untuk di 

tanda tangani apabila salah dikembalikan lagi ke Kabid. (5 menit) 

h. Kabid mengembalikan konsep surat sedang tidak tugas belajar dan surat 

sedang tidak tugas belajar diserahkan ke petugas untuk print lagi untuk 

diajukan ke Kaban. (5 menit) 

i. Petugas mengagenda dan menditribusikan kepada pegawai yang 

bersangkutan (ybs). (5 menit) 

3 Waktu Pelayanan 5 (Lima) Hari Kerja  

✓ Hari Senin - Kamis 

Istirahat 

07.00 - 15.30 WIB 

12.00 - 12.30 WIB 

✓ Hari Jumat 07.00 - 14.00 WIB 

4 Waktu Penyelesaian 6 Bulan 

5 Biaya Pelayanan  Tidak Dikenakan Biaya (Gratis) 

6 Produk Pelayanan Persetujuan Bupati , SK Mutasi Wilayah Kerja , Surat Keterangan 

 



7 Pengelolaan Pengaduan 1. Pengaduan Tak Langsung 

a. Telepon : (0271) 593068 

b. Email : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 

c. Website : www.bkpsdm.sukoharjo.go.id 

d. Pejabat Pengaduan : Sekretaris BKPSDM  

2. Pengaduan Langsung 

a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung melalui Petugas di 

bagian informasi BKPSDM Kabupaten Sukoharjo 

b. Petugas merespon pengaduan pemohon dan meneruskan pengaduan 

tersebut ke Pejabat BKPSDM sesuai bidang terkait 

c. Pejabat BKPSDM menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan 

mendapatkan solusi 

8 Sarana dan Prasarana 1. Ruang Pelayanan 

2. Ruang Tunggu 

3. Toilet 

4. Dokumen atau Peraturan 

5. Seperangkat Komputer 

6. ATK 

7. Telepon 

9 Kompetensi Pelaksana 1. Memahami peraturan mengenai mutasi wilayah kerja 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Mampu mengoperasikan komputer 

10 Pengawasan Internal Kepala Bidang Mutasi  

11 Jumlah Pelaksana 1 (satu) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 

13 Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayanan 

1. Lingkungan aman 

2. Kondisi ruangan nyaman 

14 Evaluasi Kinerja Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan 

 

mailto:bkpsdm@sukoharjokab.go.id
http://www.bkpsdm.sukoharjo.go.id/


KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL 

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) 

No. Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan Kenaikan Pangkat 
Reguler/Struktural: 

a. Scan berwarna dokumen asli atau Fotocopy 
SK CPNS; 

b. Scan berwarna dokumen asli SK PNS; 

c. Scan berwarna dokumen asli Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan 
Pelaksana atau SK Jabatan Struktural; 

e. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi 
(Jika pernah mengalami Mutasi/pindah 
unit kerja; 

f. Scan berwarna dokumen asli Surat 
Pencantuman Gelar dari BKN (jika PNS 

sudah lulus Pendidikan satu Tingkat lebih 
tinggi); 

g. Scan berwarna dokumen asli Sertifikat 
lulus ujian Dinas (untuk kenaikan dari 
golongan III ke Golongan IV); 

h. Scan berwarna dokumen asli SKP 2 (dua) 
tahun terakhir. 

 

  2. Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian 
Ijazah: 

a. Scan berwarna dokumen asli atau Fotocopy 
SK CPNS; 

b. Scan berwarna dokumen asli SK PNS; 

c. Scan berwarna dokumen asli Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan 
Pelaksana 

e. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 
pernah mengalami Mutasi/pindah unit kerja; 

f. Scan berwarna dokumen asli Ijazah; 

g. Scan berwarna dokumen asli Transkrip Nilai; 
h. Scan berwarna dokumen asli Akreditasi BAN-

PT; 
i. Scan berwarna dokumen asli Surat Izin 

Belajar; 
j. Scan berwarna dokumen asli Surat 

Keterangan Uraian Tugas yang 

ditandatangani oleh Pejabat Setara Eselon II; 
k. Scan berwarna dokumen asli Sertifikat lulus 

ujian penyesuaian kenaikan pangkat; 
l. Scan berwarna dokumen asli SKP 2 (dua) 

tahun terakhir. 
 

  3. Persyaratan Kenaikan Pangkat Pilihan Fungsional: 
a. Scan berwarna dokumen asli atau Fotocopy 

SK CPNS; 
b. Scan berwarna dokumen asli berwarna SK 

PNS; 
c. Scan berwarna dokumen asli Surat 

Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir; 



d. Scan berwarna dokumen asli Surat 
Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan 

Fungsional; 
e. Scan berwarna dokumen asli Surat 

Keputusan Kenaikan Jenjang Jabatan 

Fungsional (jika pejabat fungsional naik 
jenjang) 

f. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 
pernah mengalami Mutasi/pindah unit kerja; 

g. Scan berwarna dokumen asli Ijazah; 
h. Scan berwarna dokumen asli Transkrip Nilai; 
i. Scan berwarna dokumen asli Akreditasi BAN-

PT; 
j. Scan berwarna dokumen asli Surat 

Pencantuman Gelar Pendidikan dari BKN 
(jika pejabat fungsional memperoleh 

Pendidikan 1 (satu) Tingkat lebih tinggi); 
k. Scan berwarna dokumen asli Penetapan 

Angka Kredit; 

l. Scan berwarna dokumen asli Sertifikat lulus 
uji kompetensi (untuk PNS yang naik 

pangkat setelah naik jenjang jabatan 
fungsional); 

m. Scan berwarna dokumen asli surat 
pemberhentian dari jabatan fungsional (jika 
pejabat fungsional diberhentikan dan 

diangkat Kembali); 
n. Scan berwarna dokumen asli surat 

pengangkatan Kembali dalam jabatan 
fungsional (jika pejabat fungsional 

diberhentikan dan diangkat Kembali); 
o. Scan berwarna dokumen asli SKP 2 (dua) 

tahun terakhir. 
 

  
 

 

4. Usul kenaikan pangkat dibuat dengan pengantar 
usulan oleh Kepala Perangkat Daera dengan 

memuat lampiran nama PNS yang diusulkan 
kenaikan pangkatnya; 

5. Petugas yang menangani kepegawaian pada 
Perangkat Daerah mengunggah surat 
permohonan/pengantar usulan melalui menu 

layanan kenaikan pangkat pada website BKPSDM 
Kabupaten Sukoharjo 

https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id;  
6. PNS yang diusulkan kenaikan pangkat 

mengunggah scan persyaratan pada aplikasi 
SIAGA pada link https://siaga.sukoharjokab.go,id 

dengan username NIP dan password masing-
masing. 

2 Prosedur Keterangan: 

1. Pemohon menyampaikan berkas usulan 

kenaikan pangkat melalui sub bagian 
kepegawaian atau Bidang yang menangani 

kepegawaian pada Perangkat Daerah (unit kerja 
induk) PNS yang bersangkutan dan mengunggah 
berkas persyaratan administrasi pada aplikasi 

SIAGA (https://siaga.sukoharjokab.go.id) (10 
menit) 

https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id/
https://siaga.sukoharjokab.go,id/
https://siaga.sukoharjokab.go.id/


2. Pengelola kepegawaian Perangkat Daerah 
menyusun surat pengantar usul kenaikan 

pangkat. (5 menit) 

3. Kepala Perangkat Daerah memverifikasi surat 
pengantar dan meneruskan ke BKPSDM melalui 

aplikasi Srikandi. (5 menit) 

4. Staf Perangkat Daerah mengunduh surat 

pengantar dari aplikasi Srikandi dan 
mengunggah usulan berformat pdf beserta data 

excel melalui portal layanan kenaikan pangkat 
pada website BKPSDM dengan link 
https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id. (5 menit) 

5. Staf yang menangani persuratan menerima surat 
pengantar usul kenaikan pangkat dan mencatat 

pada agenda surat masuk kemudian 
meneruskan kepada Sekretaris BKPSDM (5 

menit). 

6. Sekretaris BKPSDM meneruskan surat 
pengantar kepada Kepala Bidang Mutasi (2 

menit). 

7. Kepala Bidang Mutasi meneruskan surat 

pengantar kepada staf (2 menit). 

8. Staf menindaklanjuti surat usulan dan 

melakukan pemeriksaan usulan  pada portal 
layanan kenaikan pangkat (2 menit). 

9. Staf mengunduh berkas persyaratan pdf dari 

aplikasi SIAGA dilanjutkan memverifikasi data 
dan melakukan sinkronisasi data PNS pada 

aplikasi SIASN. Jika data pada SIASN sudah 
sesuai maka dilanjutkan input nota usul, jika 

tidak sesuai maka staf melakukan peremajaan 
data pada SIASN (15 menit). 

10. Staf menginput nota usul kenaikan pangkat 

Golongan IV/b kebawah pada menu layanan 
usul kenaikan pangkat SIASN BKN, dan 

meneruskan ke inbox pejabat approval (5 menit) 

- Untuk golongan IV diteruskan ke inbox 

Kepala BKPSDM; 

- Untuk Golongan III kebawah diteruskan ke 

inbox Kepala Bidang Mutasi. 

11. Staf menginput nota usul kenaikan pangkat IV/d 
keatas nota usul kenaikan pangkat diinput pada 

Aplikasi SIAPP (Sistem Informasi Administrasi 
Pejabat Pemerintahan). (5 menit). 

12. Pejabat approval memeriksa nota usul pada SIASN 
BKN. Jika nota usul sudah benar maka pejabat 

approval meneruskan ke inbox Usul Kenaikan 
Pangkat SIASN BKN. Jika pada nota usul masih 
terdapat data yang tidak sesuai makan pejabat 

approval menolak usulan dan mengembalikan nota 
usul ke inbox staf untuk diperbaiki kembali  (5 

menit). 

13. Nota usul yang sudah masuk inbox BKN 

diverifikasi dan divalidasi oleh Staf BKN. Jika 
nota usul sesuai persyaratan maka Kepala BKN 
menerbitkan Persetujuan Teknis. Jika Nota Usul 

https://bkpsdm.sukoharjokab.go.id/


tidak sesuai persyaratan maka BKN 
mengembalikan usulan ke inbox BKPSDM 

dengan status Perbaikan Dokumen atau Tidak 
Memenuhi Syarat (2.880 menit). 

14. Nota Usul Kenaikan Pangkat Golongan IV 

diteruskan ke Inbox SIASN BKD Provinsi untuk 
diverifikasi. Nota usul yang sudah benar 

diteruskan ke BKN untuk diterbitkan 
Persetujuan Teknisnya (2.880 menit). 

 

15. Staf BKPSDM memperbaiki usulan yang 
dikembalikan ke inbox BKPSDM dengan status 

Perbaikan Dokumen (5 menit). 

16. Staf mengunduh data usul kenaikan pangkat 

Golongan III ke bawah dengan format excel dari 
inbox dan disusun sebagai Lampiran Surat 

Keputusan Kenaikan Pangkat Kolektif (240 
menit). 

17. Kepala Bidang Mutasi memeriksa draf Surat 

Keputusan. Jika sudah sesuai maka Kepala 
Bidang Mutasi akan memberikan paraf dan 

selanjutnya mengajukan kepada Kepala 
BKPSDM untuk ditanda tangani. (15 menit). 

18. Kepala BKPSDM memeriksa ulang draf Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III yang 
sebelumnya sudah diperiksa oleh Kepala Bidang 

Mutasi. Apabila sudah sesuai, maka Kepala 
BKPSDM akan memberikan paraf dan 

selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Daerah 
untuk ditanda tangani melalui staf TU Sekretaris 

Daerah. (20 menit). 

19. Sekretaris Daerah memeriksa draf Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan III dan 

selanjutnya memberikan tanda tangan. (1.440 
menit). 

20. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang sudah 
ditanda tangani dikembalikan ke BKPSDM. (5 

menit). 

21. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang telah 

ditanda tangani Sekretaris Daerah selanjutnya 
Staf BKPSDM membuat Petikan Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat pada menu buat 

surat keputusan pada aplikasi SIASN BKN. (120 
menit). 

22. Kepala Bidang Mutasi menandatangani secara 
TTE (Tanda Tangan Elektronik) Petikan Surat 

Keputusan Kenaikan Pangkat golongan II dan 
Golongan III pada menu teken surat keputusan 
pada aplikasi SIASN BKN. (60 menit). 

23. Staf BKPSDM mengunduh dan mencetak Petikan 
Surat Kenaikan Pangkat yang telah di TTE pada 

aplikasi SIASN BKN. (90 menit). 

24. Staf BKPSDM mengunduh dan mencetak Petikan 

Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan 
IV/a dan IV/b yang diterbitkan oleh BKD 
Provinsi melalui aplikasi SIASN BKN. (60 menit). 

 



25. Staf BKPSDM mengunduh dan mencetak Petikan 
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Golongan 

IV/c yang diterbitkan oleh BKN Pusat melalui 
aplikasi SIASN BKN. (10 menit). 

26. Staf BKPSDM mengunggah Surat Keputusan 

Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Ahli 
Utama Golongan Ruang IV/d dan IV/e yang 

diterbitkan oleh Biro Administrasi Pejabat 
Pemerintah Kementerian Sekretariat Negara 

pada aplikasi SIASN BKN. (5 menit). 

27. Staf BKPSDM membuat draf surat undangan 
penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat 

beserta lampiran. (5 menit). 

28. Kepala Bidang Mutasi memeriksa draf surat 

undangan penyerahan Surat Keputusan 
Kenaikan Pangkat, apabila telah sesuai 

selanjutnya diajukan kepada Kepala BKPSDM 
untuk ditanda tangani. (5 menit). 

29. Kepala BKPSDM menandatangani undangan 

penyerahan Surat Keputusan Kenaikan 
Pangkat.(5 menit). 

30. Staf BKPSDM mengirimkan surat undangan 
penyerahan Surat keputusan Kenaikan Pangkat 

kepada Perangkat Daerah melalui aplikasi 
SRIKANDI. (5 menit). 

31. Staf BPSDM membuat daftar hadir dan tanda 

terima untuk acara penyerahan Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat. (10 menit). 

32. Bupati/Kepala BKPSDM membagikan Surat 
Keputusan Kenaikan Pangkat secara simbolis 

kepada PNS dan selanjutnya staf BKPSDM 
membagikan Surat Keputusan Kenaikan 
Pangkat langsung kepada yang bersangkutan 

(120 menit). 
 

3 Waktu Pelayanan : 8.041 menit 

4 Biaya Pelayanan : Gratis 

5 Produk Layanan : Surat Keputusan Bupati Sukoharjo tentang 

Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

6 Pengelolaan 
Pengaduan 

: 1. lapor.go.id/lapor SP4N 
2. pesan whatsapp dengan nomor 0821 3812 

0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) 

No Komponen Keterangan 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 
Aparatur Sipil Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor  12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang 
Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; 

4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 

Tahun 2023 tentang Periodisasi Kenaikan Pangkat 
Pegawai Negeri Sipil. 

 

2 Sarana dan Prasarana 
dan / atau Fasilitas 

1. Meja Kantor; 
2. Komputer / Laptop; 

3. Printer; 
4. Alat Tulis Kantor 
5. Almari Arsip. 

 

3 Kompetensi Pelaksana 1. Menguasi administrasi kepegawaian; 
2. Memahami peraturan kepegawaian; 

3. Menguasai komputerisasi; 
4. Memahami SOP. 
 

4 Pengawasan Internal Pengawasan dilakukan secara langsung oleh atasan 

 

5 Jumlah Pelaksana 4 orang, terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Mutasi, 1 
orang pejabat fungsional dan 2 orang pelaksana 

 

6 Jaminan Pelayanan Dokumen pada aplikasi SIAGA terunggah semua, 
berkas yang memenuhi semua persyaratan dan data 
yang valid akan diproses hingga tercetaknya Surat 

Keputusan. 

7 Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 

1. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan 
administrasi terlah terpenuhi, dan dilakukan 

secara cepat, tepat dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Pelayanan dilalukan oleh penyelenggara layanan 
yang memiliki kompetensi pada bidangnya dan 
ramah serta santun. 

 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan 

Dilaksanakan evaluasi kinerja setiap 1 (satu) bulan 
sekali. 

 



KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL 

PENYAMPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELIVERY) 

No. Komponen Keterangan 

1 Persyaratan 1. Persyaratan teknis: 
a. Tersedia kebutuhan jabatan (formasi) pada peta 

jabatan; 

b. Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan 
jenjang jabatan;  

c. Lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan; 
d. Semua unsur penilaian kinerja pada SKP dalam 1 

(satu) tahun terakhir bernilai minimal baik; 
 

2. Persyaratan Administrasi 

a. Scan berwarna dari dokumen asli SK CPNS; 
b. Scan berwarna dari dokumen asli SK PNS; 

c. Scan berwarna dari dokumen asli Surat Kenaikan 
Pangkat Terakhir; 

d. Scan berwarna dokumen asli SK Jabatan terakhir; 
e. Scan berwarna dokumen asli SK Mutasi (Jika 

pernah mengalami mutasi/pindah unit kerja; 

f. Scan berwarna dokumen asli SKP 1 (satu) tahun 
terakhir. 

g. Scan berwarna dokumen asli ijazah; 
h. Scan berwarna dokumen asli transkrip nilai; 

i. Scan berwarna dokumen asli Surat Pencantuman 
Gelar BKN (Jika terdapat peningkatan Pendidikan) 

j. Scan berwarna dokumen asli sertifikat uji 

kompetensi kenaikan jenjang jabatan; 
k. Scan berwarna dokumen asli Penetapan Angka 

Kredit. 
3. Persyaratan diunggah oleh PNS yang diusulkan untuk 

diangkat dalam jabatan fungsional dalam format pdf 
melalui aplikasi SIAGA BKPSDM pada tautan 
https://siaga.sukoharjokab.go.id;  

4. Permohonan diajukan dengan surat pengantar yang 
dibuat oleh kepala perangkat daerah melalui aplikasi 

Srikandi dengan tautan https://srikandi.arsip.go.id  
dilampiri daftar nama PNS yang akan diangkat 

pejabat fungsional; 
 

 

2 Prosedur Keterangan 

a. Kepala BKPSDM menerima surat usulan dari 
perangkat daerah dan meneruskan kepada Kepala 

Bidang Mutasi BKPSDM (5 menit); 
b. Kepala Bidang Mutasi BKPSDM memeriksa dan 

meneruskan usulan kenaikan jenjang jabatan kepada 

staf (5 menit); 
c. Staf melakukan pencatatan usul kenaikan jenjang 

jabatan pada agenda manual (5 menit); 
d. Staf melakukan klasifikasi usulan berdasarkan jenis 

jabatan fungsional (5 menit); 
e. Staf melaksanakan pengunduhan berkas persyaratan 

dari aplikasi SIAGA dilanjutkan dengan verifikasi dan 

https://siaga.sukoharjokab.go.id/
https://srikandi.arsip.go.id/


validasi. Jika berkas belum lengkap atau tidak sesuai 
maka staf menghubungi narahubung perangkat 
daerah agar PNS yang bersangkutan melengkapi atau 

mengganti persyaratan dengan berkas yang sesuai  (30 
menit); 

f. Staf menghimpun data usulan kenaikan jenjang JF 
lengkap dengan persyaratannya (60 menit) ; 

g. Sekretariat Tim Penilai Kinerja menerima data usulan 
dan mengagendakan Rapat Tim Penilai Kinerja (7.200 
menit); 

h. Tim Penilai Kinerja membahas usulan kenaikan 
jenjang JF dalam forum rapat Tim Penilai Kinerja (120 

menit); 
i. Sekretariat Tim Penilai Kinerja Menyusun draf Berita 

Acara Rapat Tim Penilai Kinerja (30 menit); 
j. Tim Penilai Kinerja menandatangani Berita Acara 

Rapat Tim Penilai Kinerja (5 menit);   

k. Usulan yang mendapat pertimbangan Tim Penilai 
Kinerja dibuatkan draf surat Keputusan kenaikan 

jenjang jabatan dilengkapi dengan laporan dinas (120 
menit); 

l. Draf surat keputusan pengangkatan kenaikan jenjang  
jabatan fungsional diteruskan kepada Kepala Bidang 
mutasi untuk diperiksa (2 menit); 

m. Kepala Bidang mutasi memeriksa draf surat 
keputusan. Jika sudah sesuai diteruskan kepada 

Kepala BKPSDM. Jika belum sesuai maka 
dikembalikan kepada staf (30 menit); 

n. Kepala BKPSDM memeriksa draf surat keputusan 
kenaikan jenjang jabatan beserta laporan dinas. Jika 
sudah sesuai maka Kepala BKPSDM atas nama Bupati 

menandatangani surat Keputusan dan mendisposisi 
laporan dinas. Jika belum sesuai maka konsep 

dikembalikan untuk diperbaiki (30 menit); 
o. Staf mencatat Surat keputusan pada agenda dan 

mengarsipkan tembusan surat keputusan  (10 menit); 
p. PNS yang akan diangkat melalui perpindahan dari 

jabatan lain ke dalam jabatan fungsional memasuki 

masa tunggu pelantikan (43.200 menit) 
q. Staf menyerahkan surat keputusan bupati tentang 

kenaikan jenjang jabatan fungsional kepada perangkat 
daerah (60 menit); 

r. Perangkat daerah menyerahkan surat keputusan 
bupati tentang kenaikan jenjang jabatan kepada 
pejabat fungsional yang naik jenjang jabatan (60 

menit). 
s.  
 

3 Waktu 

Pelayanan 

 

4 Biaya Pelayanan Gratis 

5 Produk 
Pelayanan 

Petikan Keputusan Bupati Sukoharjo tentang Kenaikan 
jenjang jabatan, Surat Pernyataan Pelantikan yang 
ditandatangani oleh Kepala BKPSDM, dan Berita Acara 

Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan  



6 Pengelolaan 
Aduan 

1. Lapor SP4N pada tautan https://lapor.go.id.  
2. Saluran Pesan Whatsapp pada nomor 0821 3812 

0003 pada jam kerja 

 

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING) 

NO KOMPONEN KETERANGAN 

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahunj 2017 juncto 
PP 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil 
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Jabatan Fungsional 
4. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka 

Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan 
Fungsional.  

 

2 Sarana dan 

Prasarana 
dan/atau 

Fasilitas 

1. Meja dan kursi kantor; 

2. Komputer; 
3. Printer; 

4. Alat tulis kantor; 
5. Koneksi internet; 

6. Almari arsip; 
 

3 Kompetensi Staf 1. Menguasai administrasikepegawaian; 
2. Menguasai peraturan kepegawaian; 

3. Menguasai komputerisasi; 
4. Memahami SOP; 

4 Pengawasan 

Internal 

1. Pengawasan dilakukan secara langsung oleh atasan; 

2. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Daerah 
melalui APIP 

5 Jumlah 
Pelaksana 

4 orang terdiri dari Kepala Bidang Mutasi, 2 orang 
pengadministrasi dan 1 orang pejabat fungsional  

6 Jaminan 

Pelayanan 

Pekerjaan dilaksanakan dengan penyelesaian serentak 

(sekaligus) 

7 Jaminan 
Keamanan dan 

Keselamatan 

1. Pelayanan dilakukan apabila persyaratan terpenuhi; 
2. Pelayanan dilakukan oleh penyelenggara layanan yang 

memiliki kompetensi pada bidangnya dan ramah serta 
santun.  

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksanaan  

Pelayanan dievaluasi kinerja setiap 3 (tiga) bulan sekali 

 

https://lapor.go.id/


Satuan Kerja  : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA 

MANUSIA  

Jenis Pelayanan : LAYANAN PEMBUATAN  KARIS/KARSU 

Dasar Hukum : - 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

jo.Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil c  Negara 

PeraturanPemerintahNomor10Tahun1983tentangIzinPerkawinandanPerceraian bagi 

PNS jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 

NegeriSipil 

Peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Negeri 

SipilElektronik 

KeputusanKepala BAKNNomor: 066/KEP/1974 tentang Kartu Pegawai Negeri 

Sipil 

KeputusanKepalaBAKNNomor:1158a/KEP/1983tentangKartuIsteri/Suami Pegawai 

Negeri Sipil 

SuratEdaranKepalaBAKNNomor48/SE/1990Tanggal22Desember1990tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 

 

NO. KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 1. PengajuanKartuIstri/Suami(Karis/Karsu) 

a. Baru: 

1) Surat Pengantar dari Instansi atauOPD 

2) Scan Berkas SKCPNS 

3) Scan Berkas SKPNS 

4) Scan Berkas Laporan Perkawinan Sesuai SE Kepala BAKN Nomor 

08/SE/1983 

5) Scan Berkas Akta Nikah 

6) Scan Berkas Akta Kematian Suami/Istri atau Akta Cerai (bagi PNS 

yang melangsungkan perkawinan kedua dan seterusnya) 

b. Hilang: 

1) Persyaratan sama dengan usul Karis/Karsu Baru, ditambah dengan 

mengirimkan berkas fisik sejumlah 2 rangkap 

2) Scan Berkas Surat Kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia 

3) Mengisi Formulir Lampiran XXX SE Kepala BAKN Nomor 

08/SE/1983(Laporan Kehilangan Karis/Karsu)ditujukankepada 

Kepala Instansi atauOPDyangdiketahuiolehatasanlangsung 

serendah-rendahnya eselon IV 

c.Ralat: 

1) Kartu yang  akan diralat  dilampirkan beserta data pendukung yang 

benar 

 



 

2 Prosedur Uraian: 

1. OPD mengusulkan PNS yang akan dibuatkan Karis/Karsu dan mengirim 

berkas/dokumen yang dipersyaratkan melalui email 

bkpsdm@sukoharjokab.go.id 

2. OPDmengirimkansuratpermohonan,daftarnominatifbesertapasphoto 

untuk pembuatan karis/karsu 

3. Petugas Informasi menerima dokumen pembuatan Karis/Karsu dan 

menambah lembar disposisi, serta mengajukan kepada Kepala BKPSDM 

4. Petugas memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan 

pembuatan karis/karsu 

5. Petugas merekap usulan pembuatan karis/karsu 

6. Petugas mengunggah berkas/dokumen persyaratan pembuatan karpeg, 

karis/karsu melalui aplikasi SEMAR 

7. Petugas membuat surat pengantar dan daftar nominatif usulan karpeg, 

karis/karsu dan mengirimkan surat tersebut ke Kanreg I BKN 

Yogyakarta 

8. Kanreg I BKN memeriksa kelengkapan daftar nominatif usulan 

pembuatan karpeg, karis/karsu 

9. Kanreg I BKN mencetak dan menyerahkan karpeg, karis/karsu ke 

BKPSDM 

10. Petugas menyiapkan administrasi dan melakukan penyerahan kartu ke 

PNS yang bersangkutan melaluiOPD 

3 Waktu Pelayanan 5 (Lima) HariKerja,  

✓ HariSenin-Kamis 

Istirahat 

07.30 -16.00WIB 

12.00 -12.30WIB 

✓ HariJumat 07.30 -11.00WIB 

4 Waktu Penyelesaian 1-2 Bulan 

5 BiayaPelayanan Tidak Dikenakan Biaya(Gratis) 

6 Produk Pelayanan Kartu Istri,KartuSuami 

7 PengelolaanPengaduan 1. PengaduanTakLangsung 

a. Telepon :(0285) 412522 / 082138120003 

b. Email :bkpsdm@sukoharjokab.go.id 

c. Website :www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id 

d. Pejabat Pengaduan : Sekretaris BKPSDM 

2. Pengaduan Langsung 

a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung melalui Petugas di 

bagian informasi BKPSDM Kota Pekalongan 

b. Petugas merespon pengaduan pemohon dan meneruskan pengaduan 

tersebut ke Pejabat BKPSDM sesuai bidang terkait 

c. PejabatBKPSDMmenyelesaikanpermasalahansampaituntasdan 

mendapatkan solusi 

8 Sarana dan Prasarana 1. RuangTunggu 

2. RuangPelayanan 

3. Toilet 

4. Dokumen atauPeraturan 

5. SeperangkatKomputer 

mailto:bkpsdm@sukoharjokab.go.id
http://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id/


 

  6. ATK 

7. Telepon 

9 KompetensiPelaksana 1. Memahami peraturan mengenai pembuatan karis dan karsu 

2. Mampu berkomunikasi dengan baik 

3. Mampu mengoperasikan komputer 

10 Pengawasan Internal Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian 

11 Jumlah Pelaksana 2 (satu) Orang 

12 Jaminan Pelayanan Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya 

13 Jaminan Keamanan dan 

Keselamatan Pelayanan 

1. Lingkungan aman 

2. Kondisi ruangan nyaman 

14 Evaluasi Kinerja Dilaksanakan sebulan sekali oleh pimpinan 

 



2. PROSES PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN. 

Komponen Standar terkait Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin 
 

No. Komponen Uraian 

1. Prosedur di masing- 

masing OPD 

1) Melaporkan adanya pegawai yang melakukan 

pelanggaran terhadap kewajibannya, dengan ketentuan 

: 

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian melengkapi 

berkas absensi/dugaan pelanggaran yang dilakukan 

oleh ybs kemudian berkoordinasi dan melaporkan 

secara lisan/tertulis kepada sekretaris dan Kepala 

OPD terkait. 

b. Kepala OPD segera membuat surat pemanggilan 

kepada ybs untuk melakukan pemeriksaan terkait 

dugaan pelanggaran yang dilakukan disertai dengan 

pembuatan BAP dan ditandatangani oleh Tim 

Pemeriksa dan ybs. 

c. Apabila terbukti bersalah Kepala OPD segera 

melakukan Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat 

Ringan/Sedang sesuai dengan kewenangannya. 

d. Memberikan Surat Keputusan Penjatuhan Hukuman 

Disiplin Ringan/Sedang kepada ybs kemudian 

ditembuskan ke BKPSDM tepat waktu dan Arsip di 

OPD masing-masing. 

e. Apabila pelanggaran ybs tersebut kewenangannya 

sudah berada di PPK/kewenangan Tingkat 

Kabupaten maka semua kelengkapan dokumen 

dugaan pelanggaran di masing-masing OPD di 

laporkan kepada PPK ditembuskan ke BKPSDM. 

2. Prosedur di Tingkat 

Kabupaten 

1) Menerima Laporan Pelanggaran Disiplin dari OPD, 

dengan ketentuan : 

a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian BKPSDM 

menerima laporan pelanggaran disiplin dari OPD 

kemudian meneruskan laporan tersebut kepada 

Sekretaris dan ke Kepala BKPSDM. 

b. Kepala BKPSDM mendisposisi kepada Kepala 

Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi 

Kepegawaian dan diteruskan ke Pejabat Fungsional 

untuk ditindaklanjuti. 

c. Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan 

Informasi Kepegawaian dan Pejabat Fungsional 

melakukan koordinasi kepada Kepala BKPSDM 

untuk segera melaksanakan Rapat Tim 

Pertimbangan Pelanggaran Disiplin PNS Tingkat 

Kabupaten dengan Ketua Tim Sekretaris Daerah. 



  d. Tim Pertimbangan Pelanggaran Disiplin PNS Tingkat 

Kabupaten akan memutuskan apakah ybs yang 

diduga melakukan pelanggaran disiplin pns terbukti 

melakukannya atau tidak. 

e. Apabila terbukti, Tim Pertimbangan Pelanggaran 

Disiplin PNS Tingkat Kabupaten segera melaporkan 

hasil keputusan kepada PPK/Bupati dengan 

melampirkan Ajuan SK Hukuman Disiplin Tingkat 

Sedang/Berat sesuai dengan kewenangannya. 

f. SK Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman 

Disiplin yang telah ditandatangani oleh PPK segera 

diberikan oleh BKPSDM kepada ybs melalui OPD 

masing-masing dengan disertai Berita Acara 

Penyerahan SK ditandatangani oleh Kepala 

BKPSDM, Kepala OPD ybs dan saksi-saksi dari 

perwakilan Inspektorat Daerah. 

g. SK keputusan Bupati yang sudah di OPD masing- 

masing segera diberikan kepada ybs disertai dengan 

Berita Acara Penyerahan yang kemudian BAP 

tersebut ditembuskan kepada BKPSDM. 

3. Jangka Waktu 

Pemberian SK Hukdis 

15 (hari) kerja 

4. Biaya/Tarif Tidak Dikenakan biaya (gratis) 

5. Produk SK Hukuman Disiplin 

6. Penanganan Aduan, 

Saran dan Masukan 

1. Kotak Aduan 

2. Laporan Tertulis 

3. Website : bkpsdm@sukoharjokab.go.id 

 

 

7. Waktu Pelayanan a. Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 

b. Jum’at : 07.00 – 14.00 WIB 

c. Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional Libur 

 



3. PEMBERIAN IZIN PERKAWINAN KEDUA DAN PERCERAIAN 
a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan (Service Delivery) 
No. Komponen Uraian 

1. Persyaratan Surat permohonan dari OPD disertai data 
pemohon dan berkas pembinaan dari OPD 
terkait; 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur 

1. BKPSDM menerima surat permohonan 
pembinaan atau pemberitahuan adanya 
permohonan izin perkawinan atau gugat 
cerai dari OPD terkait; 

2. Pemohon diundang untuk dilakukan 
klarifikasi, pembinaan dan kroscek data 
yang didampingi oleh Pegawai dari 
unsur kepegawaian; 

3. Dibuat resume klarifikasi; 
4. Pemohon diundang untuk mengikuti sidang 

pembinaan oleh Tim; 
5. Proses Sidang Tim untuk memberi 

rekomendasi kepada Bupati Sukoharjo; 
6. Penandatanganan Surat Pembagian Gaji 

dan Berita Acara; 
7. Proses pembuatan Surat Keputusan 

Pemberian Izin/ Penolakan atau Surat 
Keterangan dari Bupati; 

8. Penyerahan SK Bupati kepada pemohon 
yang di dampingi oleh Pegawai dari unsur 
kepegawaian. 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

3 bulan 

4. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

5. Produk Pelayanan 1. Surat Izin / Surat Penolakan Untuk 
Melakukan Perkawinan Kedua (Poligami) 

2. Surat Izin / Surat Penolakan Untuk 
Melakukan Perceraian (Status Penggugat) 

3. Surat Keterangan Untuk Melakukan 
Perceraian (Status Tergugat) 

6. Penanganan Aduan, 
Saran dan Masukan 

 

7. Waktu/Jadwal 
Pelayanan 

a. Senin – Kamis : 07.00 – 15.30 WIB 

b. Jum’at : 07.00 – 14.00 WIB 
    Hari Sabtu, Minggu dan hari besar 

nasional Libur 



b. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan 
pelayanan di internal organisasi 

No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1974 Nomor 2, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3250); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah 

diubah dengan ; Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 

tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi 

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3424); 

3. SK Bupati Sukoharjo tentang Tim 

Penyelesaian Pemberian Izin Perkawinan dan 

Perceraian bagi PNS 

2. Sarana Prasarana dan/ 
atau Fasilitas 

Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di 
Kantor BKPSDM meliputi: 
1. Blangko Klarifikasi 
2. Ruang Aula 
3. Ruang Rapat 
4. Komputer 
5. Printer 
6. Scanner 
7. Jaringan Internet 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

2. D3/S1 yang mengetahui kepegawaian; 

3. Memahami aturan perkawinan dan 

perceraian bagi PNS; 

4. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, 

dan cermat; 

5. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

4. Pengawasan Internal Berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Kepala 
Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi 
Kepegawaian dan Kepala BKPSDM 

5. Jumlah Pelaksana 1. Staf Pembinaan : 1 orang; 
2. Pelaksana Tim :13 orang. 

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 
2. Adanya Kode Etik Pegawai; 
3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon; 
4. Terjaga kerahasiaan permasalahan pemohon. 



7. Jaminan Keamanan 
dan Keselamatan 
Pelayanan 

Perlakuan terhadap pemohon dengan cara yang 
baik dan sesuai SOP. Seluruh berkas berisi data 
disimpan dengan rapi. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Rapat Internal 

 



4. PEMBERIAN PENGHARGAAN SATYALANCANA KARYA SATYA 

a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan (ServiceDelivery) 

 
No. Komponen Uraian 

1. Persyaratan 1. Telah memenuhi masa kerja 10, 20 dan 30 
tahun; 

2. Dalam masa kerja secara terus menerus, PNS 
yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi 
hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 
atau tidak pernah mengambil cuti diluar 
tanggungan negara; 

3. Penghitungan masa kerja bagi PNS yang 
pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau 
berat dimulai sejak diterbitkannya surat 
keputusan telah menjalankan hukuman 
dispilin atau kembali bekerja diinstansi; 

4. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS 
diangkat menjadi calon PNS; 

2. Sistem, Mekanisme 
dan Prosedur 

Mengajukan melalui OPD dan melengkapi syarat-
syaratnya yang terdiri: 
1. Berkas asli: 

a. Surat Pengantar Kepala OPD; 
b. Daftar Riwayat Hidup; 

2. Data soft file berupa Word dan PDF yang sudah 
dikombine terdiri dari: 
a. Daftar Riwayat Hidup(Word dan PDF) 
b. SK CPNS; 
c. SK PangkatTerakhir; 
d. SK Jabatan Terakhir; 
e. SK Bebas Hukuman Disiplin. 
Untuk persyaratab soft file dikirimkan ke 
satyalancanaskh@gmail.com 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

1. Proses ajuan dilakukan setiap bulan; 
2. Sidang verifikasi dilakukan 2(dua)kali 

Setahun yaitu pada bulan Agustus dan 
November. 

4. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya(gratis) 
5. Produk Pelayanan Piagam dan Satyalancana Karya Satya 

6. Penanganan Aduan, 
Saran dan Masukan 

1. PengaduanTakLangsung 

a. Telepon :(0285) 412522 / 082138120003 

b. Email :bkpsdm@sukoharjokab.go.id 

c. Website :www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id 

d. Pejabat Pengaduan : Sekretaris BKPSDM 

2. Pengaduan Langsung 

a. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung 

melalui Petugas di bagian informasi BKPSDM Kota 

Pekalongan 

b. Petugas merespon pengaduan pemohon dan 

meneruskan pengaduan tersebut ke Pejabat 

BKPSDM sesuai bidang terkait 

c. Pejabat BKPSDM menyelesaikan permasalahan 
sampai tuntas dan mendapatkan solusi 

7. Waktu/Jadwal 
Pelayanan 

a. Senin–Kamis:07.00–15.30WIB 

b. Jum’at:07.00–14.00WIB 
Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional Libur 

mailto:satyalancanaskh@gmail.com
mailto:bkpsdm@sukoharjokab.go.id
http://www.bkpsdm.sukoharjokab.go.id/


a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di 

internal organisasi 
No. Komponen Uraian 

1. DasarHukum 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2009 

tentang Gelar,Tanda Jasa dan Tanda 

Kehormatan; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang– Undang 

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda 

Jasa dan Tanda Kehormatan; 

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

002.2/5987/SJ tanggal 8 Juli 2019 Hal 

Prosedur Usul Tanda Kehormatan 

Satyalancana Karya Satya; 

4. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 

861.1/06799 tenggal 31 Juli 2019 Hal 

Prosedur Usulan Tanda Kehormatan 

Satyalancana Karya Satya. 

2. Sarana Prasarana 
dan/atau Fasilitas 

Sarana Prasarana dan/atau Fasilitas berada 
diKantor BKPSDMmeliputi: 
1. Komputer 
2. Printer 
3. Scanner 
4. JaringanInternet 

3. Kompetensi Pelaksana 1. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

2. D3/S1 yang mengetahui kepegawaian; 

3. Memahami aturan Satyalancana Karya Satya 

bagi PNS; 

4. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, 

dancermat; 

5. Disiplin dan taat waktu pelayanan. 

4. Pengawasan Internal Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi 
Kepegawaian 

5. Jumlah Pelaksana  2 orang 

6. Jaminan Pelayanan 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 
2. Adanya Kode Etik Pegawai; 
3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon. 

7. Jaminan Keamanan dan 
Keselamatan Pelayanan 

Perlakuan terhadap pemohon dengan cara yang 
baik dan sesuai SOP. Seluruh berkas berisi data 
disimpan dengan rapi. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Rapat Internal 

 



7. Pemberian Cuti ASN 

a. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian 

pelayanan (Service Delivery) 
No. Komponen Uraian 

1. Persyaratan a. Cuti Tahunan (berjumlah 12 hari kerja)  
1. Surat pengantar dari Kepala perangkat daerah; 
2. Usul permintaan cuti Ybs kepada atasannya; 
3. FC.sah Surat Keputusan PNS  atau SK terakhir 

b. CutiBesar 
1. Surat Pengantar dari Kepala Perangkat Daerah; 
2. Usul permintaan cuti Ybs kepada atasannya; 
3. Surat keterangan dari biro 

Umroh/Haji/Kemenag; 
4. Jadwal keberangkatan dari biro 

Umroh/Haji/Kemenag; 
5. Kwitansi pelunasan bagi Umroh; 
6. Setoran BPIH bagi Haji; 
7. FC.sah Surat Keputusan SK terakhir. 

c. Cuti Sakit  
1. Surat Pengantar dari Kepala perangkat Daerah; 
2. Melampirkan Cuti sakit yang diberikan oleh 

atasan ; 
3. Surat keterangan dokter/Tim penguji 

kesehatan/resume medis/visum et repertum; 
4. FC.sah Surat Keputusan CPNS; 
5. FC.sah Surat Keputusan PNS. 

d. CutiMelahirkan 
1. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah; 
2. Usul permintaan cuti Ybs kepada atasannya; 
3. Surat Keterangan Dokter/ HPL (hari Perkiraan 

Lahir); 
4. FC. Kutipan Akta nikah/Surat Nikah; 
5. FC. Sah Surat Keputusan CPNS; 
6. FC. sah Surat Keputusan PNS. 

e. Cuti karena alasan penting( diberikan pada PNS 
apabila keluarganya sakit keras atau meninggal 
dunia (untuk mengurus hak-hak dari anggota 
keluarganya tsb), Melangsungkan perkawinan Dan 
bagi PNS laki-laki yang isterinya melahirkan operasi 
Caesar (melampirkan surat keterangan rawat inap 
dari Unit Pelayanan Kesehatan),bagi PNS yang 
mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana 
alam (dengan melampirkan surat keterangan paling 
rendah dari ketua RT). 

f. Cuti diluar tanggungan Negara ( diberikan kepada 
PNS karena alasan pribadi dan mendesak) 
1. Permohonan Cuti CLTN; 
2. Alasan CLTN; 
3. FC.sah Surat Keputusan CPNS; 
4. FC.sah Surat Keputusan PNS; 
5. FC.sah Surat Keputusan SK terakhir. 

g. Cuti Bersama (ditetapkan oleh keputusan 
presiden, tidak mengurangi hak atas cuti tahunan) 

2. Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

a. Untuk pengajuan cuti besar, cuti sakit, cuti 
melahirkan, cuti karena alasan penting dan cuti 
diluar tanggungan negara, Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian menerima surat 
permohonan dari OPD; 

b. Surat permohonan diserahkan ke Kepala BKPSDM; 



  c. Surat diteruskan ke Sekretaris BKPSDM untuk 
dibagi sesuai TUSI bidang ; 

d. Berkas diterima oleh Kepala bidang Pembinaan, 
Kesejahteraan dan Informasi Kepegawaian untuk 
diteruskan ke Pejabat Fungsional untuk diproses 
ajuannya; 

e. Ajuan diterima oleh Pejabat Fungsional untuk bisa 
diproses oleh pelaksana; 

f. Pelaksana mengecek dan memproses berkas 
pengajuan; 

g. Surat ijin cuti yang sudah diproses kemudian diverifikasi 
oleh Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan 
Informasi Kepegawaian untuk selanjutnya dimintakan 
paraf Sekretaris BKPSDM dan selanjutnya dimintakan 
tanda tangan Pejabat yang berwenang. 

h. Setelah berkas ditandatangani oleh Pejabat yang 
berwenang, berkas diserahkan. 

i. Untuk cuti tahunan, yang bersangkutan mengirim 
pengajuan cuti kepada Kepala BKPSDM secara 
online malalui aplikasi SIPECUT; 

j. Admin SIPECUT akan memverifikasi berkas; 
k. Dibuatkan surat ijin cutinya untuk ditandatangani 

pejabat yang berwenang; 
 

3. Jangka Waktu 
Pelayanan 

±7 hari kerja 

4. Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

5. Produk 
Pelayanan 

a. Cuti Melahirkan; 
b. Cuti Tahunan; 
c. Cuti Besar; 
d. Cuti Sakit; 
e. Cuti Besar (Cuti Haji); 

6. Penanganan 
Aduan,Saran 
dan Masukan 

 082138120003 

7. Waktu/Jadwal 
Pelayanan 

a. Senin–Kamis:07.00–15.30WIB 

b. Jum’at:07.00–14.00WIB 
        Hari Sabtu, Minggu dan hari besar nasional Libur 

 
 
 
 
 
 



b. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan 

pelayanan di internal organisasi 
No. Komponen Uraian 

1. Dasar Hukum a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, TambahanLembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037); 

b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 
Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1861); 
 

2. Sarana Prasarana 
dan/ atau Fasilitas 

Sarana Prasarana dan/ atau Fasilitas berada di 
Kantor BKPSDM meliputi: 
a. Komputer 
b. Printer 
c. JaringanInternet 
d. Whatsapp(komunikasidenganOPDapabila 

ada yang menganjal berkasnya) 
3. Kompetensi 

Pelaksana 
a. Terampil mengoperasikan komputer dan 

teknologi informasi; 

b. D3/S1 yang mengetahui kepegawaian; 

c. Teliti, ramah, komunikatif, responsif, jujur, 

dan cermat; 

d. Disiplindantaatwaktupelayanan. 

4. Pengawasan 
Internal 

Berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Kepala 
Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Informasi 
Kepegawaian dan Kepala BKPSDM 
 

5. Jumlah Pelaksana 2 orang 

6. Jaminan 
Pelayanan 

a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 
b. Adanya Kode Etik Pegawai; 
c. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon; 

7. Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Perlakuan terhadap pemohon dengan cara yang 
baik dan sesuai SOP. Seluruh berkas berisi data 
disimpan dengan rapi. 

8. Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Rapat Koordinasi 



 

 
 



9,

A.

No. Komponen Uraian

1 Persyaratan Persyaratan Administratif Pelatihan Dasar CPNS: 

1. CPNS Golongan II dan Golongan III yang sudah memiliki NIP dari 

BKN;

2. Surat Keputusan pengangkatan sebagai CPNS

3. Keterangan sehat dari dokter pemerintah

4. Penugasan   dari   PPK   Instansi   Pemerintah   asal peserta

5. pernyataan     kesediaan     mematuhi     ketentuan yang  berlaku  

dalam  penyelenggaraan  Pelatihan Dasar CPNS

2 Sistem, Mekanisme dan 

Prosedur

1. Mengolah      database      CPNS      calon      peserta Pelatihan  Dasar  

CPNS                                                                                                                                  

2. Melakukan   koordinasi   awal   dengan   Lembaga Pelatihan      

Terakreditasi      terkait      pengiriman peserta     Pelatihan     Dasar     

CPNS.

3. Membuat   Nota   Kesepakatan   Bersama   antara Kepala  Badan  

Kepegawaian  dan  Pengembangan Sumber  Daya  Manusia  

Kabupaten  Sukoharjo dan    Kepala    lembaga    Pelatihan    

Terakreditasi tentang   Pelatihan   dengan   Pola   Biaya   Instansi 

Pengirim (BIP)

4. Mengirimkan      daftar      nama      calon      peserta pelatihan      

kepada      Lembaga      Penyelenggara Pelatihan Terakreditasi

5. Menerima  surat  panggilan  mengikuti  Pelatihan Dasar CPNS 

6. Menyiapkan             persyaratan             administratif mengikuti   

Pelatihan   Dasar   CPNS   

7. Peserta   mengikuti   Pelatihan   Dasar   CPNS   

8. Menerima surat pengembalian peserta Pelatihan Dasar CPNS 

9. Mendokumentasikan         laporan         Aktualisasi Pelatihan  Dasar  

CPNS  dan STTP
3 Jangka Waktu Pelayanan 1. Mekanisme    waktu    pelayanan    sesuai    jadwal kegiatan 

pengiriman peserta pelatihan

2. Agenda    Pelatihan    Dasar    CPNS    dilaksanakan selama  511  

(lima  ratus  sebelas)  JP  atau  setara dengan  51  (lima  puluh  satu)  

hari  kerja  dengan rincian sebagai berikut:

a)    Selama  177  (seratus  tujuh  puluh  tujuh)  JP yang dilaksanakan 

selama 18 (delapan belas) hari    kerja    yang    dilaksanakan    di    

tempat penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS;

b)    selama  320  (tiga  ratus  dua  puluh)  JP  yang dilaksanakan  

paling  singkat  30  (tiga  puluh) hari   kerja   yang   dilaksanakan   di   

Instansi Pemerintah asal peserta;

c)    selama       14       (empat       belas)       JP       yang dilaksanakan  

selama  3  (tiga)  hari  kerja  yang dilaksanakan    di    tempat    

penyelenggaraan Pelatihan    Dasar    CPNS    atau    di    Instansi 

Pemerintah asal peserta.

4 Biaya/Tarif 1. Indeks  Biaya  Pelatihan  Dasar  CPNS  Golongan  II dan  Golongan  

III:  Rp.  5.260.000,-  

5 Produk Pelayanan Peserta Pelatihan Dasar CPNS 

6 Penanganan Aduan, Saran dan 

Masukan

1. Telepon: (0271) 593068

2. Faximile: (0271) 593335

3. Email: bkpsdm@sukoharjokab.go.id

PENGIRIMAN  PELATIHAN  DASAR  CPNS  DAN  DIKLAT  PRAJABATAN

CPNS

Komponen    Standar    Pelayanan    terkait    dengan    proses    penyampaian pelayanan

mailto:bkpsdmkaranganyar@gmail.com
mailto:bkpsdmkaranganyar@gmail.com
mailto:bkpsdmkaranganyar@gmail.com


7 Waktu Pelayanan 1. Senin – Kamis    : 07.00 – 15.45 WIB 2. Jumat                       : 07.00 – 

11.45 WIB

3. Sabtu, Minggu dan hari besar nasional libur



11.PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR (TUBEL) 

 
N O KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan A. Batas  Usia Persyaratan Tugas Belajar 
1) PNS Tenaga Kesehatan 

o Program DiplomaIII, IVdan S1 harus sudah menyelesaikan 
tugas belajar paling tinggi pada usia 45 tahun (daerah
 terpencil, perbatasan, tertinggal paling tinggi usia 50 
tahun 

o Program Dokter, Apoteker, Profesi Ners, Profesi Psikologi 
Klinik, Spesialis I, S-2 atau setara, S-3, spesialis II atau 
setara, harus sudah menyelesaikan tugas belajar paling 
tinggi usia 50 tahun. 

 
2) PNS Tenaga Non Kesehatan 

o Program DiplomaI, II, III dan S1 atau setara, usia paling 
tinggi 25 tahun 

o Program S2 atau setara, usia paling tinggi 37 Tahun 
o Program S3 atau setara, usia paling tinggi 40 tahun 
 

B. Surat Rekomendasi (mengikuti seleksi Tugas Belajar) 
 
1. Minimal masa kerja 1 (satu) tahun dari tmt Pegawai Negeri 

Sipil 
2. Surat pengantar dari Kepala Perangakat Daerah 
3. Surat rekomendasi mengikuti seleksi Kepala Perangkat Daerah 
4. Surat Rekomendasi ketersediaan formasi dari Kepala 

Perangkat Daerah setelah selesai Program Tugas Belajar 
5. Surat ijin mengikuti seleksi program tugas belajar 

ditandatangani oleh Kepala BKPSDM 
 
C. Persyaratan Setelah Lolos Seleksi Tugas Belajar 

 

1. PNS mengajukan permohonan Tugas Belajar kepada Bupati 
melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan 

2. Uraian tugas fungsi  yang dilakukan sehari-hari dan 
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 

3. Surat Rekomendasi ketersediaan formasi dari Kepala 
Perangkat Daerah setelah selesai Program Tugas Belajar 

4. Surat ijin mengikuti seleksi program tugas belajar 
ditandatangani oleh Kepala BKPSDM 

5. Fotokopi Surat Keputusan (SK)pangkat terakhir yang dilegalisir 

6. Fotokopi SKP, dalam1(satu)tahun terakhir yang dilegalisir 

7. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak 
sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 

8. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak 
sedang menjalani pemberhentian sementara ditandatangani oleh 
Kepala Perangkat Daerah 

9. Asli surat keterangan dokter Pemerintah dalam kondisi sehat 

10. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan 
bahwa yang bersangkutan telah lulus Ujian masuk dan diterima 
sebagai mahasiswa 

11. Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi yang menyatakan 
bahwa masa studi program Tugas Belajar 

12. Surat Penyataan dari pemberi bantuan program Pendidikan 
tugas yang akan diterima oleh bersangkutan  selama masa studi 

13. Akreditasi Program Studi Tugas Belajar 



14. Jadwal Kuliah 
 

  
2 Sistem,   

 Mekanisme dan   

 Prosedur 1. OPD Mengusulkan Permohonan Keputusan Tugas Belajar; 

  2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima berkas 
usul dari OPD dan diserahkan kepada Kepala BKPSDM untuk 
didisposisi sesuai tusi bidang; 

  3. Pelaksana di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 
memverifikasi berkas usulan Keputusan Tugas Belajar, 
membuat draft keputusan tugas belajar dan pengantar; 

  4. Pejabat fungsional dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber 
daya Manusia memverifikasi draft Keputusan Tugas Belajar dan 
Pengantar (berkas usulan), jika sesuai mintakan Paraf Kepala 
BKPSDM 

  5. Kepala BKPSDM memberikan pengantar surat untuk 
dikoreksikan ke Bagian Hukum Sekretaris Daerah 

  6. Koreksi draft oleh Fungsional Analis Hukum 

  7. Draft Selesai dikirim ke Fungsional BKPSDM untuk dicetak 
konsep Keputusan Tugas Belajar beserta telaah konsepnya 

  8. Seluruh lembaran draft di paraf oleh Kepala BKPSDM dan Kepala 
BKPSDM menandatangani telaah Keputusan 

  9. Keputusan Tugas Belajar dimintakan paraf Kepala Bagian Hukum 
dan proses asman kepada Bupati Sukoharjo melalui Bapak ke 
Sekretaris Daerah  

  10
. 

Keputusan Tugas Belajar selesai di asman Bupati Sukoharjo 
kemudian proses ke agenda, dokumentasi dan pengarsipan 

  11
. 

Pendistribusian surat Tugas Belajar ke yang bersangkutan; 

    

3 Jangka Waktu 
Pelayanan 

1 (satu) bulan kerja 

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

5 Produk 
Pelayanan 

 Keputusan Tugas Belajar 

6 Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

1. Kotak Saran 
2. Websitesubdomain :  bkpsdm.sukoharjo.go.id 
3. Telepon (0271) 593068 
4. Fax  (0271) 593335 

  
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Cek ditempat 
2. Koordinasi Internal 
3. Koordinasi Eksternal 
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan 

7 Waktu 
Pelayanan 

a. Senin–Kamis :08.00-15.00WIB 
b. Jum’at :08.00-11.00WIB 
c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur 



 

KomponenStandarPelayananterkaitdenganprosespengelolaanpelayanandiinternal 
organisasi 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 DasarHukum 1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pemberian Tugas Belajar, Tugas Belajar, Ujian 
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo 

2 Sarana 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

a. Komputer  
b. Printer 
c. Jaringan internet 

3 Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Perundangan-undangan dan Peraturan yang 
berlaku; 

b. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 
informasi; 

c. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
d. Disiplin dan taat waktu pelayanan 

4 Pengawasan 
Internal 

Berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Kabid 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris dan 
KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

5 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang 

6 Jaminan 
Pelayanan 

1. Adanya Standar Pelayanan Prosedur (SOP) 
2. Adanya Kode Etik Pegawai 

7 Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Apabila Tugas Belajar sudah jadi namun belum diambil, akan 
disimpan terlebih  
dahulu sampai pemohon mengambilnya, Jika belum diambil 
maka akan dihubungi melalui telpon lewat Bagian 
Kepegawaian OPD Pemohon 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan sosisalisasi 
terkait dengan kegiatan 

 



10. PENERBITAN IZIN BELAJAR DAN PENGGUNAAN GELAR AKADEMIK 

 

I. PENERBITAN IZIN BELAJAR (IB) 

A. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan 

 

N O KOMPONEN URAIAN 

1 Persyaratan 1. PNS mengajukan permohonan Izin Belajar kepada Bupati 
melalui Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

  2. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan PNS yang 
bersangkutan kepada Bupati cq Kepala BKPSDM; 

  3. Uraian tugas fungsi yang dilakukan sehari-hari dan 
ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah; 

  4. Fotokopi Surat Keputusan (SK)pangkat terakhir yang dilegalisir; 
  5. Fotokopi SKP, dalam1(satu)tahun terakhir yang dilegalisir; 
  6. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak 

sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat 
    ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah 
  7. Surat pernyataan dari PNS yang bersangkutan bahwa tidak 

sedang menjalani pemberhentian sementara ditandatangani oleh 
Kepala Perangkat Daerah 

  8.  Asli surat keterangan dokter Pemerintah dalam kondisi sehat 
  9. Surat Penyataan dari Perguruan Tinggi yang  

menyatakan bahwa yang bersangkutan telah lulus Ujian masuk 
dan diterima sebagai mahasiswa 

  10. Surat Keterangan Bahwa program pendidikan yang dipilih 
dilaksanakan di Kampus dan bukan merupakan kelas jauh atau 
pendidikan jarak jauh, kecuali Universitas Terbuka 

  13
. 

Jadwal Perkuliahan yang dilampirkan tidak mengganggu jam 
dinas dan bukan merupakan perkuliahan sabtu-minggu 

2 Sistem,   
 Mekanisme dan   
 Prosedur 1. OPD Mengusulkan Permohonan Surat Izin Belajar; 

  2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menerima 
berkasusul dari OPD dand iserahkan kepada Kepala BKPSDM 
untuk didisposisi sesuai tusi bidang; 

  3. Pelaksana di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia 
memverifikasi berkas usulan Surat Izin belajar, membuat 
draft surat ijin belajar dan pengantar; 

  4. Pejabat fungsional dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber 
daya Manusia memverifikasi draft Surat Izin Belajar dan 
Pengantar (berkas usulan), jika sesuai mintakan Paraf Kepala 
BKPSDM 

  5. Kepala BKPSDM menerima dan memeriksa draft Surat Izin 
Belajar dan memberikan paraf untuk dimintakan asman ke 
Sekretaris Daerah 

  6. Setelah Surat Izin Belajar dimintakan asman ke Sekretaris 
Daerah proses ke agenda, dokumentasi dan pengarsipan  

7. Pendistribusian surat izin belajar ke yang bersangkutan; 
  

3 Jangka Waktu 
Pelayanan 

14(empat belas) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 

5 Produk 
Pelayanan 

Surat Izin Belajar 



6 Penanganan 
Aduan, Saran 
dan Masukan 

1. Kotak Saran 
2. Websitesubdomain :  bkpsdm.sukoharjo.go.id 
3. Telepon (0271) 593068 
4. Fax  (0271) 593335 

  
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Cek ditempat 
2. Koordinasi Internal 
3. Koordinasi Eksternal 
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan 

7 Waktu 
Pelayanan 

a. Senin–Kamis :08.00-15.00WIB 
b. Jum’at :08.00-11.00WIB 
c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur 



B. Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal 

organisasi 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 DasarHukum 1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian 
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo 

2 Sarana 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

a. Komputer  
b. Printer 
c. Jaringan internet 

3 Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Perundangan-undangan dan Peraturan yang 
berlaku; 

b. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 
informasi; 

c. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
d. Disiplin dan taat waktu pelayanan 

 

4 Pengawasan 
Internal 

Berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Kabid 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris dan 
KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

5 Jumlah 
Pelaksana 

1orang 

6 Jaminan 
Pelayanan 

1. Adanya Standar Pelayanan Prosedur (SOP) 
2. Adanya Kode Etik Pegawai 

7 Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Apabila Surat Izin Belajar sudah jadi namun belum diambil, 
akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon 
mengambilnya, Jika belum diambil maka akan dihubungi 
melalui telpon lewat Bagian Kepegawaian OPD Pemohon 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan sosisalisasi 
terkait dengan kegiatan 



II. PENERBITAN IZIN PENGGUNAAN/PENCANTUMAN GELAR PENDIDIKAN (PG) 
 

NO KOMPONEN URAIAN 
1 Persyaratan 1. PNS mengajukan permohonan Penggunaan 

Pencantuman Gelar Pendidikan kepada Bupati melalui 
Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan; 

  2. Kepala Perangkat Daerah mengusulkan permohonan 
Penggunaan Pencantuman Gelar Pendidikan PNS yang 
bersangkutan kepada Bupati cq Kepala BKPSDM; 

  3. Berkas dikirim ke BKPSDM Kabupaten Sukoharjo bidang 
Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk softcopy berupa 
scan ASLI berkas (jenis file pdf, ukuran maximal 800 KB dengan 
format contoh “agoes_Ijazah”). Adapun berkas yang harus dikirim 
sebagai berikut : 

a. Ijazah 
b. Transkrip Nilai 
c. Surat Izin Belajar/Tugas Belajar/Surat Keterangan Izin 

Belajar/Surat Keterangan Memiliki Ijazah 
d. Sertifikat Akreditasi Jurusan/Program Studi 
e. Surat Keputusan Pangkat Terakhir 
f. SK CPNS 
g. SK PNS 
h. Penilaian SKP  Tahun Terakhir 
i. SK Jabatan Fungsional 
j. Surat Keterangan MoU izin Dikti/Surat Keterangan Akreditasi 

Program Studi 
 

2 Sistem, 
Mekanisme dan 
Prosedur 

  
 1. Menerima berkas usul dari OPD dan mendisposisi untuk 

proses 

  2. Mengarahkan/atau menerima usulan berupa softcopy berkas dari 
OPD 

  3 Mengkoreksi berkas usulan Penggunaan Pencantuman Gelar 
Pendidikan 

  4. Apabila berkas dinyatakan lengkap dan relefan, fungsional 
melakukan proses input data dan upload berkas ke Portal 
Aplikasi 

  5. Pejabat Fungsional Ahli memberikan verifikasi data yang 
diinput dan mengirim ke Portal Aplikasi SiASN milik Badan 
Kepegawaian Negara 

  6. Fungsional Melakukan cecking di portal setiap saat 
bagaimana progres usulan Penggunaan Gelar 

  7. Setelah Surat Penggunaan Gelar Pendidikan sudah 
ditandatangani Fungsional mengunduh surat tersebut 

  8. Setelah Surat Penggunaan Gelar Pendidikan dinyatakan 
tidak memenuhi syarat kita lakukan koordinasi dengan 
Kantor Regional I BKN Yogyakarta, bisa lewat telefon 
ataupun datang langsung di tempat. 

  9. Fungsional Melaporkan kepada Pejabat Fungsional semua 
progres usulan dalam Portal Aplikasi 

  10. Pendistribusian Penggunaan Gelar Pendidikan ke yang 
bersangkutan; 

    

3 JangkaWaktu 
Pelayanan 

14(empat belas) hari kerja 

4 Biaya/Tarif Tidak dikenakan biaya (gratis) 
5 Produk Pelayanan Penggunaan Gelar Pendidikan 
6 Penanganan 

Aduan, Saran 
dan Masukan 

1. Kotak Saran 
2. Websitesubdomain :  bkpsdm.sukoharjo.go.id 
3. Telepon (0271) 593068 
4. Fax  (0271) 593335 



  
Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan 
dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 
1. Cek ditempat 
2. Koordinasi Internal 
3. Koordinasi Eksternal 
4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan 

7 Waktu Pelayanan 
a. Senin–Kamis :08.00-15.00WIB 
b. Jum’at :08.00-11.00WIB 
c. Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Nasional Libur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal 
organisasi 

NO KOMPONEN URAIAN 

1 DasarHukum 1. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Pemberian Izin Belajar, Tugas Belajar, Ujian 
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Kenaikan Pangkat 
Penyesuaian Ijazah dan Penggunaan Gelar Akademik bagi 
Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo 

2 Sarana 
Prasarana 
dan/atau 
Fasilitas 

a. Komputer  
b. Printer 
c. Jaringan internet 

3 Kompetensi 
Pelaksana 

a. Memahami Perundangan-undangan dan Peraturan yang 
berlaku; 

b. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi 
informasi; 

c. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif; 
d. Disiplin dan taat waktu pelayanan 

4 Pengawasan 
Internal 

Berjenjang mulai dari Pejabat Fungsional, Kabid 
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris dan 
KepalaBadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia 

5 Jumlah 
Pelaksana 

1 orang 

6 Jaminan 
Pelayanan 

1. Adanya Standar Pelayanan Prosedur (SOP) 
2. Adanya Kode Etik Pegawai 

7 Jaminan 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

Apabila Penggunaan Gelar Pendidikan sudah jadi namun belum 
diambil, akan disimpan terlebih dahulu sampai pemohon 
mengambilnya, Jika belum diambil maka akan dihubungi 
melalui telpon lewat Bagian Kepegawaian OPD Pemohon 

8 Evaluasi Kinerja 
Pelaksana 

Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan dan sosisalisasi 
terkait dengan kegiatan 

 

 
 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN 
                                                                         PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
                                                             KABUPATEN SUKOHARJO 
 

                                                             
 

 SUMINI,SE.MM 
 Pembina Tk I 
 NIP. 19681021 199403 2 010 
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